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ABSTRAK

Nama : Ina Helins
Program Studi + Akutansi Pemerintahan
Judul o Byaluasi  Pelaksanagn  Sistem Akuntangt

Instanst Dalmn Meningkatkan Kualitas
Laporan Keuangan Eselon [ Ditjen
Mandikdasmen Depdiknas

Tesis inl bertujuan membahas tentang Pelaksansan Sistem Akuntansi
Instansi dalam meningkatkan Laporan Keuangan, baik persiapan, pelaksannan
penyusunae, dan hambatan vang terjadi dalam penyusunan Lasporan Keuangan
pada Direktorat Jenderal Maragemen Pendidiken Dasar dan Menengah sebagai
Unit Akontansy Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1{UAPPA-EL} yaitu salah
satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
dengan menyusun laporan keuangan bervpa Realisasi Anggeran dan Neraca
disertai Catatan atas Laporan Keusngan tingkat Eselon-1. Penclitian ini adalah
peneclitian dengan pendekatan deskriptif kualifatif Hasi} penelitian ini dibarapkan
agar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai
Unit Akuentansi Pembantu Pengguna Anggaren Eselon-1{UAPPA-El} dapat
dengan lebih transparansi dan akontabel dalam menyusun dan menyampaikan
Japoran keuangan Eselon 1 berups Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang
baik (good governance).

Kata kunci:
Sistem Akustansi Instansi, Laporan Kevangan dan geod governance.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Lautar Belakang Pemiliban Judsal

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara
merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan
kaidah-ksidah yang baik dalam menjalakan roda pemernntahan, iermasuk di
dalamnya kaidah-kaidah dalam pengelolazn keuangan negara vang diwujudkan
dalam bentuk penerapan prinsip good governance.

Dalam  rangka mewyjudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kevangan negara dengan melakukan

reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara,

Reformasi pengelolaan keuangan dilakukan deogan cara : penataan
perateran perundang-undangan sebagar landasan hukum; penataan kelembagaan;
penatasn sistern pengelolaan kevangan negara; dan pengembangan sumber daya
manusia di bidang keuanpan. Refounasi manajemen keusngan int tidak hanya
melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi
Pemerintah Daerah.

Di bidang peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengelnarkan satu paket undang-undang di
bidang keuangan negawa, vaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomaor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tehun 2004 testang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangpung Jawab Keuangan Negara, Dalam semua Undang-
Undang  tersebut telah tegas mengamanatkan babwa dalam rangka
perianggungjawaban keuangan negera, laporan keusngan harus disusun dan
disajikan oleh pemerintah berdasarkan stendar akontansi pemerintsh. Dengan

i Universitas indonesia
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adanya suatu standar, Badan Pemeriksa Keuvangan (BPK) dapat menerbitkan opini

audit.

Pada tanggal 13 Juni 2005 merupakan tonggak scjarah bagi pemerintah
Indonesia, yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 20035
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah.

Tujuan ditetapkannya SAP ini adalah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial siatemenis) dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun antar entitas sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam pengarabilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna
baik internal maupun eksternal sehingga tidak terjadi information asymeiri yang
dapat menghasilkan suatu keputusan yang salah (adverse selection) yang akan

mendorong munculnya moral hazard.

Laporan keuangan wajib dipublikasikan, karena Japoran keuangan adalah
dokumen publik dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya. Oleh karena
itu, Pemerintah harus berupaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang
transparan agar masyarakat dapat ikut rnemantau penggunaannya.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan
dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat dapat memenuhi transparansi dan
akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh
kementerian keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan

oleh kementerian negara/lembaga.

Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelengparakan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) untuk dapat menghasilkan laporan kevangan yang
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relevan, andal dapat dimengerti dan dibandingkan serta tepat waktu sehinggga
dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan.

Melihat begitu pentingnya sistem akuntansi instansi, maka Direltorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
Nasional terus melakukan pemantavan dan pembinaan, yang tujuannya agac
pelaksanaan sistem akuntansi instapsi ini lebih efektif dalam meningkatkan
kualitas laporan keuangan Eselon ! agar sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan tepat waktu,

Berdasarkan hal tersebut, maka karya akhir ini diberi judul "Evaluasi
Pelaksamaan Sistepn Akuntansi Imstansi dalam Meningkatkan Xualifas
Laporan Keuangan Eselon I di Direktorat Jenderal Mansjemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional™.

1.2 Permasalaban Penelitizn

Berdasarkan latar belakang di atas, penefitian masalah terfokus pada :

1. Apaksh pelaksanagn Sistem Alamtansi Keuanpan (SAK) di Dircktorat
Jendersl Manajemen Pendidikan Dasar dan Mepengah Departemen
Pendidikan WNasional sudah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP} 7

2. Apakah pelaksanass Sistems Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di  Dircktorat Jenderal
Manajemen Pendidikean Dasar dan Menengab Departemen Pendidikan
Nasional sudah sesuai dengan Standar Akuniansi Pemerintahan (SAP) 7

3. Kendala-kendala aps vang dibadapi Direldorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
dalam melaksanakan SAI batk SAK maupun SIMAK-BMN ¢

4, Apskah pelsksanaan SAK dan SIMAK-BMN dapat meningkatkan
kualitas Iaporan keuangan di Direkiorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 7
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1.3

Pembatasan Masalah

Dalam karya akhir ini, titik awal pembahasan adalah proses penyusunan
Laporan Keuangan Tahun 2007 Eselon I Ditjen Mandikdasmen Depdiknas yang

merupakan hasil dari pelaksanaan SA} .

1.4

Tujuan Penelitian

Sesuat dengan permasalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka

tujuan dari penelitian ini untuk :

1.5

1.

Mendapatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK) di Direktorat Jenderal Manajenien Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

. Mendapatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Sistem Akuntansi

Barang (SIMAK-BMN) di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Depariemen Pendidikan Nasional.

. Memahami kendala-kendala atas pelaksanaan Sistem Akuntansi

Instansi (SAl), baik itu sistem akuntansi keuangan maupun sistem
akuntansi barang di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

. Mendapatkan pemahaman mengenai sejauh manakah pelaksanaan

sistem akuntansi keuangan maupun sistem akuntansi barang dalam
meningkatkan kualitas Japoran keuangan di Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan

Nasional,

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1.

Bagi Direktorat Jenderal Mandikdasmen

Diharapkan hasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan
dan sumbangan pikiran bagi Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional,
dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan Standar
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1.6

Akuntansi Pemerinishan (SAP) dan tepat wakiy, guna mewujudkan

good governmend governance.

. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membanty penulis dalam
memaharei  Sistem  AKunfansi  Instansi  serta  mengevaluasi
pelaksanaannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Eselon
I Direktorat Jenderal Mandikdasmen Depdiknas.

. Bagi pernbaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan bagi
penelitian sclanjutnya, terutama yang berhubungan dengan penerapan
ide-ide bary dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunskan dalam pembuatan karys akhir ind
meneakep ;

I.

Dieskriptif Kualitatif

Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasatahan
vang telah diindentifikasi dan berusaha menjelaskan obyek yang diteliti
dari sudut pandang peneliti  dengen menggunakan data  yang
berhubungzn,

. Penelitian Lapangan

Penelitian dilaksanakan dengan wawancara {(fanye jawab), pengamatan
langsung terhadap pelaksapaan dan hasil kegiatan pelaksanaan seria
mengumpulian data-data tertulis dan informasi yang diperfukan
sehubungan dengan pelaksanazn tugas,

. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan  dilakukan dengan cara membaca dan
mempelajari buku-bukn, majalah, surat kabar, literatur-literatur yang
berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan.
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1.7

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya akhir ioi terdiri atas 5 (lima) bab dengan
susunan sebagal berikut

BABI : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan penjelasan mengenai iatar belakang
pemiliban judul, permasalahan penelitian, pembatasan masalah,
{wjuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BABI : LANDASAN TEORI

Dalarm bab oy aken diuraikan mengenal kajian feoritis yang
dianpgap sesual. Kaiian tersebut dipakai unfuk landasan dan
perbandingan dengan prekiek vamg ada schingga kedepannya
dapat dilakokan perbaikan. Dalam Kajian teoritis ini penulis
akan menguraikan tentang apa yang dimaksudkan dengan sistem
mnformas) akuntsngi, sistem akuntansi instansi baik ifo sistem
akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang, laporan
keuangan dan peraturan perundangan yang terkait dengan sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan. Dimana kajian teoritis
tersebut dibarapkan dapat mendukung secara tajam analisa
terhadap pelaksanaan Sistern Akuntansi Instansi pada Direktorat
fenderal  Mamajemen  Pendidikan Dasar dan  Menengah
Departemen Pendidikan Masional dan peranannya di dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan (Eselon 1)

BABHI: TINJAUAN UMUM  DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL
Dalam bab ini diursikan  mengenat gambaran urmum Ditjen
Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional yang meliputi
profile, visi misi, strokfor organisasi dan tata kerja, rincian
fugas, tangpungjewab besertza wewenang yang ada terkait
dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
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BAB 1V:

BABV :

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis perbandingan antara

teori dan hasil penelitian yang diperoleh, sehingga bab I'V akan

berisi analisis terhadap setiap rumusan permasalahan yaitu
meliputi :

a) Analisis dan pembahasan mengenal pelaksanaan BAK di
Ditjen Mandikdasmen Depdiknas apakah sudah sesuai
dengan SAP,

b) Analisis dan pembshasan mengenai pelaksanaen SIMAK-
BMN di Digen Mandikdasmen Depdikpnas apaksh sodsh
sesual dengan SAP.

¢) Analisis dan pembahasan mengenai kendala-kendala yang
dihadapi Diglen Mandikdasmen Depdiknas  dalam
melaksanakan SAIT baik SAK maupun SIMAK-BMN.

d} Analisis dan pembabasan mengenal pelakeanzan SAK dan
SIMAK-BMN apakah dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan di Ditjen Mandikdasmen Depdiknas,

KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan-kesimpuian yang diperoleh dari hasil
analisis uraian scbelumnya dan menyampaikan saran-sarasn
yang dianggap perlu dan diharapkan dapat bergona dalam
meningkatkan kualitas laporan kevangan terutarma dalam
pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi.
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BABTI
LANDASAN TEORI

2.1, Sistem Informasi Akuntansi (SIA}

Informasi Keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak scbagal dasar
pengambilan  keputusan, Dalam  implementasinya, untuk dapat menyajikan
informasi keuangan yang baik (informative, akurat dan cepat) maka dipertukan
sistern yang mampu mengolah data akuntanst menjadi sebuah laporan Kevanpgan.

2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Istilah sistern informasi akuntensi terdind atas tigs elemen, vaitu: sistem,
informasi dan akuntansi. Ketiga elemen tersebut akan dijefaskan sebagai benkut:

A. Definisi Sistem

Ada beberapa definisi tentang sistem yang dikemukakan oleh banyak
pakar. Beberapa diantaranya adalgh :
Mascove dan Simkin (1994) mendefinisikan sistem gebagal berikut:

“A system Is a zet of interdependent paris that fogether accomplish spesific
ohjective. 4 system must have organization, interrelationships, integration, and
ceniral objectives”.

Wilkinson (1993} mendefiniskan sistem sebagai bertkuf:

“A system Is a complex entiy or Pomework that is suBject ¢ one or more
obfectives, constrains, and controls; that is surrounded by an enviranment; that is
composed gf interdependeent subspsiems; and ot undergoes procvesses with
inputs and outputs ™. '

Sedangkan Barry E Chusing (1982) mendefinisikan sistem scbagai berikut:

"A system is an entity consisting of two or more inteyrglated components or
subsystems that interact 1o achieve g goal”.

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian sisten
adalah seperangkat bagian-bagian vang saling berhubungan ecat satu dengan
lainnya untuk mencapal tujuan secars bersama-sama.
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B. Definisi Informasi

Terdapat perbedaan antara data dan informasi. Data adalab fakta statistik
dalam bentuk kumpulan simbol yang tidak mengartikan sesuatu. Informaesi adalah
data yang telah tersaring, terorgamisir, terealisasi, dan saling berhubungan
sehingga berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

John F. Nash {1989) memberikan pengertian data dan informasi sebagai berikut;
“Data are pofentiaily usefid but have no immediate value. Information, in the
other hand, is a subset of datg thal is usefid for some idemtifiable purposes.
Information is extracted from the available data to meet a need”.

Raobert A, Leitch dan K. Roscos Davis (1983} mendefinisikan data dan informasi
sebagai benikut:

“Data are row faci, such as fransaction deiails from safes invoices. Information is
communicated knowledge developed by matching and fransforming data so that
the outptt is a form that useltd 10 the recipient”.

Menurut definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi
adalah hasil pengoiahan dari date yang digunakan untek membanta pengambiian
keputusan.

C. Definisi Sistem Informasi

Barry E. Cusing (1983) mendefiniskan sistem informast sebagai:

“An orgarized means of collecting, entering, and processing data, and of storing,
managing, controlling, and reporting information so that an orgarization can
achieve iy objectives and goal ",

Gelinas, Oram dan Wiggins (1990) mendefinisikan sistem informasi sebagai:

“A man made sysiem thal generally cornsists of an integrated set of computer-
based and mermal components establish to collect, store, and manage dotw, ond
fo provide cutpul information to users”.

‘Dari dua definisi sistem informasi di atas dapat ditarik garis besar, bahwa sistem
informasi adalah sebagal integrasi suafe cara terorganisir {mengumpulian,
memasukkan, dar memroses data, mengendalikan, dan menghasilkan informasi)
dengan berbasis proses manual atau komputer untuk mencapat sasaran dan tnjuan
organisasi.

Menurut Purnomo (2002), sistem informasi mempunyai sebelas komponen
yaitu: (1) komponen sasaran dan tujuan, merefieksikan kekuatan pendorong
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sistem  dan alasan keberadaan suatu sistem, (2) komponen st (data),
{3} komponen owfpud, informasi vntuk pngambilan keputusan, (4) penyimpanan
data, {5) pemroses, (6} instruksi dan prosedur, memproses datz menjadi informasi,
(1) batas sistemn, (8) kendala sistemn, yaitu keterbatasan intern dan ekstern,
() komponen pengaman yang berguna dan menjamin informasi yang dibasilkan
skurat, (10) komponen imferface informasi, berfungsi sebagai penghubung antar
pemakai, antara mesin dengan pemakai, antar subsistem dalam sistem informasi,
{11} subsistem, merupakan bagian sistemn informasi. Komponen sistem informasi

terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Komponen Sistem: Informasi

Lingkungan Interface informasi

Prosedur

'

Input —P Pemroses P Qutput —P Sasaran dan

5 3 $

Pengendaian dan
sekurf Penyiniparan
[lala

Penskal

Kendala

Fisnis sislem

Surnber : Purnomo, 2002

B. Definisi Akuntansi
Pengertian akuntansi menurut AICPA (dmerican Insiitute of Certified
Public Accountants), seperti dikutip oleh Muindro Renyowijoyo (2008) adalah :

“Accounting iz the art of recording, classifvin and summarizing, in a significant
manner and in ferm of money, fransactions and events, which are in part at least,
of financial character, and interprefing the result there of”.
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Dengan depvkian definisi tersebut mengandung inti mengenai :
Recording  : Pencatatan kedalam jurnal,

Classifying  : Pengklasifikasian, penggolongan kedalam nomor akun atau mata

anggaran

Surmmarizing : Pengihtisaran, posting kedalam buku besar fedger)

Interpreting  © Dianalisa, dibandingkan agar berguna untuk pengambilan

keputusan

E. Definisi Sistem Informasi Akantansi

Sistern Informast Akuntansi (SIA) menurut Wilkinson {1991} adalab
merupakan suatu rerangkas pengkordinasian sumber daya (dafa  meterials,
equipmeny, suppliers, personal, ond funds) wntuk mengkonversi input berupa data
ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan. yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi
pihak-pihak yang berkepentingan.

CGelinas, Oram dan Wiggins (1990) mendefinisikan sistem informasi
skuntansi sebagai berticut :

“A specialized subsysiem of the management information system whose purpose
its to collect, process and report information related to financial transaction”.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa :

i. Sistem informasi akuniansi merupakan proses mengumpulkan, mengolongkan,
mengolah data transaksi, lalu menganalisis, dan dikomunikasikan hasiloya
dalam bentok laporan keuangan perusahaan.

2. Pemakai informasi keuangan yang dibasilkan oleh sigtem informasi akuntansi
adalah pihsk dalam perusabaan, ferutama manajetaen dan pihak Juar yang
berkepentingan terhadap perusahaan.

2.1.2. Manfaat dan Tujuan Sistem Informasi Akuntanyi

Wilkinson (1993) mengemukakan berdasarkan definisi sistem informasi
akuntansi maka tujuan dan manfast sistem informasi akuntanst tersebut adalab
sebagai pengolah fransaksi (rqusaction processing} dan pengolah informasi
{(information processing).

Universitas [Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009



12

Selanjuilnya tujuan dan manfaat sistern Informasl akuntansi fersebut diuraikean

dibawah ini :

a. Pemrosesan Transaksi
Transaksi memungkinkan perusahsan melakukan operasi, menyelenggarakan
arsip dan catstan yang wp o date, dan mencerminkan aktiviias organisasi.
Transsksi akuntansi meropakan transaksi perfukaran vang mempunyal nilal
ekonomis. Tipe transeksi dasar adalah: (1) Penjuvalan produk stau jasa,
(2} Pembelian bahan baku, barang dagangan, jasa, dan aset tetap dar suplier,
(3) Penerimaan kas, (4) Pengeluaran kss kepeada suplicr, (5} Pengeluaran kas
gaji karyawan. Scbagai pengolah transaksi, sistem informasi skuntansi
barperan mengatur dan mengoperasionalkan semua  aktivitas  fransaksi
perusahaan.

b. Pemrosesan Informasi
Tujuan kedua sistem informasi akuntansi adalab uotuk menyediakan informasi
yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh
aktivitas yang disebnt pemrosesan inforrassi. Sebagian <ari keluaran yang
diperlukan oleh pemroses informasi disedigkan oleh sistern pemrosesan
transaksi, sepertt laporan kenangan Jdari sistem pemposesan transaksi. Namun
sebagian besar diperolch dari sumber lain, baik dari dalam maupun dari luar
perusahaan,

¢. Pertimbangan Perancangan Sistem Pemrosesan
Konsep perancangan sistem  sgharusaya mencerminkan  prinsip-poinsip
perusahaan. Berikut int merupakan dasar-dasar yang perhu diperhatikan dalam
prioritas perancangan sisters menurut Wilkinson (1993), yaitu :
1. Tujuan dalam perencanaan sistem den usulan provek seharusnva dicapai

untuk menghasilkan kemajuan dan kemampuan sistem yang lebih besar,
2. Mempertimbangkan frade-off yang memadai aptars manfast dari tujuan
perancangan sistem dengan biava yang dikeluarkan.

3. Berfokus pada permintaan fungsional dari sistem.
4. Melayani berbagal meacam tujuan,
5. Perancangan sistem memperhatikan keberadaan dari pengguna sistem

(user).
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Sedangkan Barry E. Cushing {1983) mengemukakan bahwa dasar-dasar yang
perlu diperhatikan dalam privritas perancangan sistern adalah sebagai berikut @

1. Kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi.

2. Berdasarkan kelayakan ekonomis, berarti sistem memiliki #et presert value

positif,

3. Kelayakan operasional, inpur dikurmpulkan ke sistern dan output-nya dapat

digunakan.

4. Kelayakan perilaku, berarti sistemn berdarapak pada kebidupan kualitas kerja

HIQH'S,

5. Kelayakan teknis, ketersediaan teknologi untuk mendukung sistom serta
teknologi mudsh diperoleh ateu dikemibangkan.
§. Disesunikan dengan kebutuhan informasi users.

2.1.3. Fungsi Sistem Informasi

Akuntansi

Betiap sistem informasi akuntansi melaksanakan lima fongst utama, yaitu
pengurapuian data, pernrosesan data, manajemen data, pengendalian data

{termasuk securify), dan penghasil informasi. Gambar 2.2 menunjukkan hubungan
fungsi tersebut. Setiap fungsi terdiri atas beberapa langkah dan urutan Jangkah
tersebut membentuk snatu prosedur,

Gambar 2.2

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

RS ST et corsrod aa“m——mum,
i ¢ !
( Serurobn R Qta P Doz procassing W zafar*ﬂim Lizars of
of dnig coliguing prooassing formetion
' Data
| —— gacnent i
Data peuaity

3

Dikutip dari “Report of The Commiitee on Accounting and Information System,”
in Commitiee Reparts: Supplement to Vol XLVl of the Accounting Review
(Evenston, I American Accounting Association, 1971, p. 2905,
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Pengumpuian Data

Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan date transaski melalud
formulir, mensyabkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan
kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dibitung dahulu sebelum
dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus dittansmisikan
lebih dahuln.

Pemprasesan Data

Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan ipwd menjadi oufpuf, Fungsi
pemrosesan data terdiri atas langkah-langksh sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian atau menetapkan data berdasar kategori yang telah
ditetapkan.

Menvalin data ke dokurnsern atau media Jain.

Mengurutkan, atan menyusun data menurut keraktersitiknya,
Mengelompokkan stan mengumpulkan transaski sejenis.

Menggabungkan atan mengkombinasikan dua atan lebih data atay arsip,
Melakuken penghitmgan.

Peringkasan, atau penjumlahan data kvantitatif,

Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan yang
ada,

Manajemen Data

Fungsi manajemen cale ferdiri atas tiga lahap, yaiter penyimpanan,
pemuiakhiran dan pemunculan kembali (refrieving). Tahap peayimpanan
merupakan penempatan data dalam penyimpanan atau basis data yang disebut
arsip. Pada tehap pemutskhiran, data yang tersimpan diperbaharui dan
disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada tahap revrieving, data
yang terstmpan diakses dan diringkas kembali untuk diproses lebih lanjut atau
untuk keperiuan pembuatan laporan, Mansjemen dats dan pemrosesan data
mempunyai hubungan yang sangat erat. Tahap pengelompokkan data dan
pengurutan data dari fungsl pemuosesan dats, misalnya sering dilakukan
sebagai pendahulvan sebelum dilakokan tahap pemmutakhiran dalam fungsi
manajemen data. Manajermen data dapat dipandang sebagai bagian dasi
pemrosesan data. Manajemnen data aksn menunjang pencapaian efisiensi
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aktivitas dalam proges menghasilkan informasi dan mendorong dipatvhinya
kebijakan manajemen terutama mengenal informasi aktivitas dan informasi
kebijakan manajemen.

. Pengendalian Dats
Fungsi peogendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) ontuk menjaga dan
mienjamin keamanan aset perusahaar, formasuk data, dan (2) untek menjamin
bahwa data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar,
Berbagat teknik dan prosedur dapat dipakal untuk menyelenggarakan
pengendalian dan keamanan yang memadal,

E. Penghasil Informasi
Fungsi penghasil informasi il terdiii atas fshapan pemrosesan informasi

- seperti penginterprestasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi.

2.1.4. Komponen Nistem Informasi

Sistem iafornmasi meérupakan sebuah susunan darl orang, akiivitas, data,
jaringan dan teknologi vang terintegrasi yang berfungsi uetuk mendukung dan
meningkatkan operasi schari-hari sebush bisnis, juga menyediakan kebutuban
informasi untuk pemecahan masalsh dan pengambilan keputusan cleh manajer.

Ada dua tipe sistem informasi, personal dan multiuser. Sistem informast
personal adalsh sistern informasi yang didessin untuk memenubi kebutuhan
informasi personal dari seorang pengguna tunggal Gingle wuser). Sedangkan
sistery informasi mudfiuser didesain untuk memenuhi kebutuhan nformasi dart
kelompok kezja (departemen, kaator, divisi, bagian) atau keseluruhan organisasi.
Untuk membangun sistem informasi, baik personal maupun prultiuser, haruslah
mengkombinasikan secara efektif komponen-komponen sistemn informasi yang
dikelompokkan ke dalam lima building blocks, yaitu: orang, aktivitas, daia,
jaringan, dan teknologi (Jeffrey L, Whitten, Lomnie [ Bentley, and Victor M.
Barlow, 1894).
A. Orang (People}

Buildings Blocks yang pertama dan ferpenting adalah oreng. Filosofi yang
mendasari dari pengembangan sistem, yaitu sistem adalab untuk orang. Istilah
Information workers (atau sering disebut knowledge workers) digunakan wntuk
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menggambarkan  orang-orang  yang  pekerjaannya  meliputi  membuat,
mengumpulkan, memroses, menyebarkan, dan mepggunakan informasi.

Dalam setiap sistem informasi terdapat satu atau lebih pemilik sistem
(systern ownersj, yaitu seorsng sponsor atau penyokong umtama dari sistem
informasi. System owners bertenpgung jawab mengelvarkan dana untuk
mengembangkan dapr mendukung sistem informasi, Dari sisi informasi, sysiem
owners berkepentingan terhadap informasi yang dihasiikan sistem informasi untuk
melakukan analisis dan review dan proses pengambilan keputusan,

Pengguna sistem System wsers) merupakan mayoritas terbesar dard
information workers dalam suatu sistem informasi manapun. Mereka adalah orang
yang menggunakan dan mengoperasikan sistem infornast.

Perancang sistem {Sysiem designer) menerjemahkan kebutuhan bisnis
users serfa kendala-kendalanya kedalam solusi teknis yang terdin atas file
komputer, input, owtpw!, jaringan, dan program komputer untuk memenuhi
kebutuhan users tersebut.

Pembanpun sistem  (gystert  bhuilders) membangun sistem  informasi
berdasarkan spesifikasi desain dari perancang sistem. Fuilding blocks sistem
informasi laionya dilibat secara berbeda dar sudut pandang svstem owners,
system users, system designer, dan system builders.

Gambar 2.3
Building Blocks orang dari sistem informasi

Syten

UENES

Sysam usess

Systen Designars

System Bubders

Sumber : Jeffrey L., Whitten, Lonnie D Bentley, apd Victor M, Barlow, 1994,
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B. Data

Data adalah kumpulan dari fakta mentab  dalam  isolasi. Data
menggambarkaan organisasi. Fakia yang terisolasi ini membawa makna, namum
secara urnum tidak berguna,

Data digunakan untuk membangun informasi. Informasi adalzh data vang
ielah diolah sehingga menjadi berguna bagi seseorang.

Building Blocks data terkait erat dengan masalzh sumber data, bukan
dengan bagaimana data ditransformasikan menjadi informasi.

Rata-rata pemilik sistem (Spstem owwners) tidek iertarik dengan data
mentah. Iz tertarik dengan hal-hal yang digambarkan oleh data tersebut.

Sedangkan sysiem users memandang data dengan istilah yang lebih detail.
Analis sisiern berusaha untuk mendapatkan kebutuhan data dari pengguna sistem
yang berkaitan denpan entitas, relationship, alribut, dan aturan. Entitas adalah
sesuatu dimana data adalah penting. Atribut menjelaskan fukta-fakta mengenai
entitas. Aturan adalah kondisi yang mengatur enfilas dan atribut.

System designer memandang data di dalam batasan teknologl tertentu,
Pandangan terhadap data fersebut biasanva dijabarkan dalam file komputer dan
database. System builders membuat program data dengan menggunakan bahasa
pemrograman dan datgbase yang skurat.

Gambar 2.4
Building Blacks data dari sistem informasi

D alE T GWORr 'S wiews Df oOrd

Businoss
PreTr e

BWSIen aser s witny OF Uala

et Rasuirameris

Cornpuier Bes and dazsbane
Bystem desgrar's vew of dats

Liaia Frograms \&y&&m OLEIGR s waw ol gata

Sumber : Jeffrey L, Whitten, Lonni¢ ) Bentley, and Victor M. Barlow, 1994,
C. Aktivitas
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Building Blocks yang ketiga daxi sistem informasi adalah aktivitas. Bisnis
dan aktivitas sistem informasi menempatkan building blocks data untuk
menggunakan, menangkap dan mentransformasikan data menjadi informasi yang
berguna.

System owners memandang aktivitas sebagal Fungst tingkat tinggl yang
disediakan untik bisnis. Contoh, pemrosesan transaksi, pelaporan manajemen,
pendukung keputusan, simulasl kepakaran, pembuatan informasi eksekutif, dan
otomasi perkantoran. System owners memandang fongsi terschut secara umum
dengan bagaimana aktivitas terscbut dapat mencapal fujvan dan sasaran bisais,

Sedangkan spsfem users memandang akiivitas dafam kaitannya dengan
proses vang menggunakan inpzd dan output tertentu, file data, serta kebijakan, dan
prosedur bisnis vang harus dijalankan oleh proses. Sysfem designer memandang
gktivitas dalam kaitannya dengan proses komputer (spesifikasi programd.
Sedangkan yvsiem buliders tentu saja memandang komponen soffware ini sebagai
program aplikasi kompuler.

Gambar 2.5
Buailding Blocks aktivitas dari sistem informasi

Syslem owaer's view of activities
Fungizns

Sysiém user's view of adlivilies

Bayness Promesses

Bysrem desgner’s viess of activilies

ConpumPromesiss

System hulider's view oF activilies

Fgokontion Brograms

Sumber : Jeffrey L, Whittea, Lonnie D Bentley, and Victor M. Barlow, 1994,
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D. Jaringan (Networks)

Buliding blocks yang ke empat dari sistem informasi adalah jarinpan.
Dengan adanya jaringan memungkinkarn: (1) distribusi orang, data, aktivitas, dan
teknologi (Building blocks lain) ke lokasi vang sesuai; dan (2) komunikasi data
antar lokasi tersebut. Scbagian besar system owners menghadapi masalab yang
berkaitan dengan geografis darl sistem atau lokasi geografis perusahasn
beroperasi.

System users tertarik dengan jaringan bisnis atsu logistik, lokasi keda,
sumber di Jokasi tersebut, dan komunikasi bisais yang diperlukan antar Tokasi,

System designer memandang jaringan dalam istilah teknis yaitu arsitektur
sistem terdistribusi dan jaringan komputer yang rengimplementasikan jaringan
bisnis. Arsitektur ini menggambarkan keterhubungan tekmis sntar lokasi
{hardware dan software).

Systemt designer memandang jaringan sebagal teknolopi koncktivitas
seperti local area networks (LAN) dan wide areza networks (WAN). System
builders menjelaskan program jaringan dengan menggunakan jargon feknis seperti
address, protocols, line speeds, flow controls, dan lain-lain. Mereka juga
menggunskan standar telekomunikasi dan feleprocessimg/nerwork languoges
wrifuk menggambarkan jaringan komputer ini,

Gambar 2.6
Building Blocks jaringan dari sistem informasi

Bepgmohy LyETRm OWNRrs view &F nefivares

Busizess netesits

Sygten USars wiew of nefverks

Typtem Jesigners view of BeRiDRS
Compuler Hewadss ¥ 9

Nesworks Progeams Bystem DURIETS view Df NETweKy

Sumber : Jeffrey L, Whitten, Lonnic D Bentley, and Victor M. Barlow, 1994,
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¥, Tekunologi

Building blocks kelima dan terakhir dari sistems informasi yaitu teknologi.
Teknologi data termaasuk semua kardware yang diperlukan untuk menangkap,
menyimpari, dan mengelola sumber data. Teknologi pemrosesan termasuk semua
dan software yang diperiukan untuk mentransformasikan data fimput) wenjadi
informasi yang berguna (owipuil.

Teknologi komunikasi meliputl semua herdware dan soffware yang
digunakan untuk menginferconnect data dan teknologi proses pada lokasi yang
berbeda. Terakhir spesialis teknis memilih, meng-fnstalf dan mendukung semua
teknologi int.

2.1.5. Informast Akantansi

Disini akan dibahas mengenai macam informasi yang dibasilkan sistem
informasi akuntansi, pelaporan entitas, informasi strategik, pemakal informasi
zkuntansi, dan pencapaian sistero informasi akuntansi yang memadat.

2.1.5.1. Infermasi yang Dihasilkan Sisters Informasi Akuntansi

Informasi Operasi, Informasi Akuntansi Manajemen dan Informasi
Akuntansi Keuangan Informasi yang dihasilkan oleh SIA adalah informasi
gkontansi yang dapat berups informasi operasi (I0), informesi akuntansi
mangjemen (IAM), dan informasi akuntansi keuangan (IAK). IQ disisphan
hampir mirip dengan IAM. Bedanya adalah IO dikbususkan uvrpiuk membuat
laporan yang memuat kegiatan operasi perusahaan. Kegratan operasi yang
dimaksud adalah aktivitas utama dan aktivitas Jain yang timbul dalam perusabaan
terscbut.

Aldtivitas utama biasanys berasal dari aktivitas pembelian bahan mentah,
pengolahan atau pemrosesan, dan penjualan produk hasil dad pemrosesan
sebelumnya. Akfivitas lain dapat berupa aktiviias akuntassi, administrasi dan
umtiry dan lain-lainnya.

Aktivitas operasi selain dapat menghasitkan informasi operasi, dapat pula
diolah untuk menghasilkan informasi akuntansi magajemen dan informasi
akuntansi. Informasi skuntansi mangjemen disiapkan untuk kebutuhan pihak
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miernal untuk membantu manzjemen dalam pembuatan keputusan. Informasi int
tidak dibatasi oleh PABLU, merupakan informasi inovatif yang dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan situas! perusshaan {erlentu,

Informasi akuntanst kevangan adalah informasi bertujuan umum {general
purposes) yang disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum
(PABU. Informasi i berfujuan nmum sebab disiapkan untuk pihak internal dan
eksternal. IAK disajikan denpan asumsi bahwa informasi yang dibutubkan
investor, kreditor, calon fnvestor dan kredilor, mansjemen, pemerintah, dan
sebagainva dapat mewakili kebutuban informasi pihak lain selzin investor dan
kreditor. Dengan demikian dibutuhkan satn informast seragam untuk semua pihak
vang berkepentingan dengan bisnls perusahaan. Umumnya, IAK disusun dan
dilaporkan secara periodik, schingge tidak dapat memenuhi kebutuban
manajemen terhadap informasi vang tepat waktu. Selain itu, IAK disajikan dengan
format yang terlalu kaku, sehingga kurang mampu memenuhi informasi yang
dibutubkan manajemen.

2.1.5.2. Pelaporan Entitas

Tekoologi imformasi yang melipufi komputer dan  telckomunikasi
memampukan fenable) suatu entitas mengumpulkan data, menyimpan, mengolah,
dan melaporkan serta mendistribustkan informasi kepada para pemakai dengan
cost yang relatif rendah. Teknologt informasi juga memampukan suaty entitas
menangkap dan snenangapl informasi eksternal secara efektif (effective sensing
radar),

Menurat Wilkinson (1991}, Teknologi Informasi (T digusakan untak
metaksanakan bisnis perusahean dan menjadi mata rantal yang menghubungkan
bisnis perusahaan dengan pemasok, bisnis perusahasn demgan pelanggan, dan
antara pemasok dan pelanggan. Pibak-pihak vang terkait tersebut berhubungan
karenia adanya vafue chain. Dengan demikian, T1 merupakan penghubung value
vhain antara bisnis perusahaan, pemasok, dan pelanggan. T memicu adanya value
system. Oleh karena itu, sistem informasi suatu entitas dapat maniadi sistem
informasi entitas lain, maka skan menimbulkan shore imterest secara efision,
seperti tampak pada garmber 2.7,
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Gambar 2.7
Fatue Added Chain Melalui EIN

Sumber : Wilkinson, 1991

Elliot (1994) menyatakan bahwa, ada empet tipe aliran informasi, vaim
{a) outhbowmd, (b) inkound, (¢} intrabgund, dan (d) throughbound, seperii tampak
pada gambar 2.8 sebagat bertkut:

Gambar 2.8
Aliran Informasi Intexrnal dan Eksternal

Pelanggan

Pemtsok entitas

- . p i =

- ; " Pemerinta
anms Karyawa e . :

Sumber: Robben K Eliot, “Confronting The Future. Choice for the Attest
Funetion,” Accounting Horizons, Vol §, No 3, September 1594,

Outhound memmjukkan aliran informasi yang keloar darl entitas
pelaporan dan disediakan bagi pihak lain dalam pembuatan keputusan tertentu.
Aliran informasi dapat berupa, laporan keuangan bagi mvestor dan kreditor,
informasi pemasaran bagi pelanggan prospektif, den informasi yang dibutuhkan
agen-agen pemerintah, seperti kantor pajak dan pembuat aturan,

Inbound menunjukkan aliran informasi yang menuju ke dalam perusahaan,
informasi int meliputi informasi mengenat perusahaan pesaing, dan informasi dari
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pemasok dan pelanggan. Volume ioformasi sangat ditentukan oleh kebutuhan
informasi manajemen dalam pengelolaan bisnis entitas tersebut,

Inirabound menunjukkan aliran informasi yang dihasitkan dan digunakan
untuk mencapat tujuan suatu entifas. Aliran ioi lebih banyak ditimbulkan oleh
sistern informasi manajemen (SIM). Dalam organisasi ada dua aliran informasi,
yaity: aliran informasi formal dan informal. Aliran informas: formal ada vang
vertikal antara pusat keputusan, pusat pernrosesan informasi dan pusat kegiatan,
sedangkan aliran informasi horisontal terdapat dalam setiap pusat itu sendiri.

Troughbownd menunjukkan gliran informasi actara pihak-pibak yang
dibubungkan malaiol sistem informasi entitas, Misalnya, hubuogan antara sistem
informasi entitas, nara pemasok dan pelanggan dapat dipabami melalui electronic
data interchange (EDI) vang rocrupakan rantai penghubung bisnis perusahaan
dengan berbagai pihak yang berhubungan. EDI membenkan keuntungan efisiensi
bagi pelanggan dan pemasok. Jike pelangpan dapat melihat ke belakang melalui
keseluruhan rantal sediasn dan pemasok dapat melibat ke depan keseluruhan
rarital  pelanggan, maka kondisi ini akan menimbulkan kescluruhan rantai
bubungan.

fiagt entitas, informasi yang terintegrasi melalul seluruh rantat hubungan
bisnis akan menimbulkan keuntungan stratepik untuk memaksimumbkan vafue
bagi pelanggan. Randal hubungan bisnis 1of akan meogarabkan perhatian utanm
setiap entifas pada kebutuhan pelenggan (customers jocny), bukan pada
kepentingan individu relaied entities. Gambar 2.8 menggambarksn bahwa entitas
dimungkiakan memiliki informasi secara real-ime, dan beberaps bentuk
pelaporan real-time kepada investor, kreditor, dan pemakail lainnye mergadi suatn
yang biasa. Teknologi informasi masa depan akan menyebabkan model aliran
informasi di atas menjadi kefinggalan jaman. Informasi masa depan akan
disajikan secara virfual aisu merupakan information-dual, menurut Elliot (1994),

Manajemen membutuhkan sistem informasi yang bersifat strategik sampai
vang bersifat operasional, Penerapan teknologl informast {(seperti EDT) dafam SIA
skan menjadikan SIA scbagai sistem informasi strategik (S1S) untuk menciptokan
information-dual.
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Informationdual  aken dapat mempengarubi sermua organisasi  yang
menghasilkan oulput secara virtual Informasi ini dapat digunakan dalam
penguluran  pertanggungiawaban internal dan ckstemnal. Jnformation-duni
menychabkan perubahan besar lingkungan manaiemen dan perfanggungiawaban.
Sistem informasi ini dapai dianalogikan dengan sistem sensor pemanas, kebakaran
dan banjir yang ditempatkan di setiap rumah, Untuk merealisasi informarion dugl,
alat sensor skan memeonitor <an menpangkap sinyal suatu kejadian dan
memrosesnya sccara real-time. Dengan demikian, manajemen dapat mencegsh
sunatu proses menjadi semakin buruk dan mengubah tindakannya secara cepat
dengan memonitor prosesproses sceara real-time.

Sistern informasi strategik akan didukung dengan terbentuknys sistem
informasi operasi, sistem informasi skuntanst manajemen, dan sistern informasi
gkuntansi keuangan, bahkan sistem informasi tersebut menjadi sistemn informasi
strategik itu serdix,

2.1.5.3. Pemakasi Informasi Akuntansi

814 bertindak sebagal pemasok informasi akuntansi yang dibutubkan oleh
semua level dalam organisasi. Data diproses menjadi informasi yang bermanfaat
dan dikomunikasikan kepada para pemakai. SIA jugs melakukan kegiatan
identifikasi berbagai kelompok pemekai dan informasi yang mergka butubkan
{Cailloust and Lapeyre, 1992}, Ada tiga katepgori pemakai informasi akuntansi,
vaitu: (g} internal users, (b) external users with direct financial inserest dan
{c} external users with indirect finomcial inferest,

Pernakai kategori internal users meliputi pemilik, manajemen, dan semua
level dalam organisesi. Pemakai kategoni imiernmal wusers akan memanfaatkan
informasi akuntansi untuk pertanggungjawaban dan membuzat keputusan. Pemakai
kategori exfernal users with direct financial inierest, meliputi investor dan
kreditor atau investor dap kreditor potensizl, akan menggunakan informasi
akuntansi untuk menilai prestasi keuangan perusahasn dan pembuatan keputusan
investasi dan keedit,

Pemakai kategort exiernal users with indirect ﬁmc_‘faf interest meliputi
agen pemerintah, organisasi buruh, perencana ekonomi, konsultan, pelanggan, dan

Universitas lsdonesia

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009



23

masyarakat. Informasi akuntansi digunakan untuk menital pertanggungiawaban
entitas bisois terhadap lingkungannya,

2.1.34. Peacapaian Sistem Informasi Akuntansi yang Memadai

Sebelum melaksanakan metodologi pengembangan sistem, maka perlu
pemahaman terhadap kebijakan dan sekumpulan hal-hal mendasar yang menjadi
keyakiran mangjemen suatu organisasi terhadap sistem informasi, Kebijakan ini
berkaitan dengan filosofi manajemen, dan sistem informasi yang oroaktif.

Secara umurm ada dua filosoli yang dapat digunakan dalam pengembangan
sistem informasi organisasi, yaitu dipandang sebagai senjata pertabanan taktik dan
senjata ofensif strategik,

Pertama, sistem informasi dipandang sebagsi senjata pertahanan taktik dan
aperasional untuk menentokan basic datn, kebutuhan pepwosesan dan kewsjiban
pelaporan untek membantu perusahaan tetap pada jslur yang harus dilalui dan
bertahan hidup,

Kedxzé, sistem informasi akuntansi dipandang sebagai senjata ofensif yang
strategik untak dapat memenangkan persaingan. Kebijakan sistem informasi yang
proaktif akan menghilangkan pemiseh antarz departemen, personalia dan fungsi
garis, serta menghilangkan batas wilayah ncpara. Kebijakan sistem informasi
proakfif mengakui penerapan ieknologi informasi, seperii telekomunikasi,
komputer, electronic mail, computer-integrated manufocturing, teleshopping,
teleconference, multifiunctional worksiations secara terintegrasi.

Tujuan sistemn informasi dan kebutuhan informasi yang didefinisikan
secara jelas adalah salah satu kunei untuk suksesnya sistern informast, Kesoksesan
suata sistern membutuhkan fujuan-tujuan yang terdefinisikan. Suvatu sistem
dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lehih banyak untuk suatu organisasi,
daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius (Calliueot
and Lapayre, 1952).

Calliveot and Lapayre (1992) menyatakan bahwa penciptaan suste
informasi efektif membutubhkan suztu pengorganisasian untuk mengembangkan
setumtlah sistem-sistern pendukung. Peparikan staf yang kompeten dan lavak
adalah suatu tindakan vang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat
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keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah sesuatu yang
penting, namun tanpa maocusia bersumber daya yang kompeten uniuk
mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informast yang tidak layak, tidak
tepat wakte atau fidak akurat,
Schuah Sistem Informasi Akuntansi menambah nilai dengan cara:
a. Menvediakan informasi vang azkurat dan fcpat waktu schingga dapat
melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.
b. Meningkatkan kualitas dan mengurangi blaya produk dan jasa yang
dihasitkan,
e. Meningkstkan efisiensi.

d. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan.
2.2.  Standar Akuntansi Pemerintah (SAY)

Standar Akuntansi Pemerintaban (SAP) adaiah prinsip-prinsip akentansi
vang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan kevangan pemerintah,
Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyat kekuvatan bukum
dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintab di Indonesia,

SAP telah disusun dengan berorientast ke Intermationsl Public Secior
Accounting Standars (IPSAS) yang diterbitkan oleh Mernational Federation of
Accountant Selain #u dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmonisasikan
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia.

Salah satu apaya konkrit untek mewujudkan fransparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negera adalah penyampgian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemeriniab yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikutl standar akunfansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal
tersebut diatur dalama Undang- Undang Ne, 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan
Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi lsporan perfanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesval dengan standar akuntansi
pemerintzhan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,

UlJ No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharsen Negara selanjulnya mengamanatkan tugas
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penyusunan standar terscbut kepsda suatu komite standar yang independen yang
ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komiie Standar Akuntansi
Pemerintahan. ’

Sesual amanat Undang-Undang tersebut di atas, Presiden menetapkan
Keputugsan Presiden Rl Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntanst
Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan
Keputusan Presiden R Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengantar Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Siandar Akuntansi
Pemerintahan. Keppres tersebut roenguatkan kedudukan KSAP vang telah
dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Kenangan RI Nomor
J08/KMEK.012/2002 tentang Komite Stendar Akuntansi Pemerintah Pusat dan
Daerah tertanggal 13 Juni 2002

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menetapkan babwa Standar Akontansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh
Komite Standar Akuntanst Pemerintaban (KSAP) yang independen. Pada tshun
2005 KSAP telah menyusun draft SAP yang kemudian ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tabun 2005 tentang SAP.

Basis alouniansi yang digunakan pada PP 24 Tahup 2005 terschbut adaleh
basis kas nntok pendapatan, belanja, dan pembiayean; basis akrual untuk aset,
kewajiban dan ekuitas, atau secara keselurghan dikensl sebagai basis “cash
toward accrual”, Sementara itn pasal 70 ayat 2 Ketentuan Peraliban Undang-
Undang Nomor 1 Tshun 2004 tentang Perbendsharsan Negara, menetapkan
bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belania berbasis akrual
diterapkan selambal-lambatnya pada tahue anggaran 2008.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP} ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintzh No. 24 tahun 2005, SAP dinyatakan dalam bentuk Pemyatazn Standar
Akuntansi Pemerintahan {PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar
Akuntansi Pemeriniahan dar  disusun mengacu kepada Kerangka Konseptoal
Akuntansi Pemerintaban,

SAP harus digunakan sebagai acuan datam menyusun Izporan keuangan
pemerintah,balk pemeriniah pusat maupun pemerintah daerah, Peraturan
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Pemerintah tentang  Standar  Akuntanst Pemerintahan  sclengkapnya  adalah
sehagai berikut -

—
.

Lampiran Il Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Lampiran [I1 PSAP 01 : Penyajian Laporan Keunangan
Lampiran IV PSAP 02 ; Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran V PSAP 03 : Laporan Arus Kas

Lampiran VI PSAP 04: Catatan atas Laporan Keusngan
Lampiran VI PSAP 05: Akuntansi Persedinan

Lampiran VIII PSAP 06: Akuniansi Investasi

Lampiran IX PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap

Lampiran X PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjasn
10. Lampiran X PSAP 09: Akuntansi Kewajiban

11. Lampiran X1 PSAP 10: Koreksi Kesajahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
dan Peristiwa Luar Biasa

A S T LR B o

2.3, Laporan Keuangan
2.3.). Peranan Lapoeran Kenangan

Laporan keuangan adalah catatan inforrpasi keuangan suaiu perusabaan
pada suaty periode gkuntansi yang dapat digunakan uwntuk menggambarken
kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan memuat informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan sclurch transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
~sclama satu periode pelapomn. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkann realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan
anggaran yang ditetapkan, menilal kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan
¢fisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
pergturan perundangan.

Kewajiban umtuk menyampsikan lasporan keuangan ini  diperlukan
mengingat setiap ontitas pelaporan menggunakan sumber dana/anggaran yang
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berasal dari rakyat dan perlu dipertanggungjawabkan capaian kegiatannya. Oleh
karenanya laporan keuangan yang disusun pleh suatu entitas diperfukan untuk
keperluan :

I. Akuntabilitas, yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik.

2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan schingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ckuitas dana.

3. Transparansi, yaitu memberikan informasi kevangan yang ferbuka dan jujur
kepada masyarakat.

4. Keseimbangan antar generasi (infergenerationgl equity), membantu para
pengguna wvnfuk mengetahmi kecukupan pererimaap pemerintzh  wntuk
membizyal seluruh pengeluaran yang dialokasikan, (Deddi Nordiawan, 2006 ;
35).

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan
2.3.2.1, Tujuan Laporan Kenangan

Dalam kerangka komseptuzal Akuntansi Pemerintaban yang merupakan
salah satu bagian dari standar Akuntansi Pemerintshan, dijelaskan mengenai
tajuan Japoran kevangan pemerintsh, Tujuan laporan keuangan tersebut adalah
untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomd, sosial, maupun
politik depgan :

a. Kecukupan pencrimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh

pengeluaran,
b. Kesesualan cara memipercleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditctapkan dan peraturan perundangan,
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¢. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,

d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya.

e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-
sumber peneritnaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f. Perubahas posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan
atan penurunan, sebagai akibat kegiatan vang dilakukan selama periode
pelaporan.

2.3.2.2. Manfaat Laporan Keuangan
Laporan kevangan bermanfaat untok memberikan informasi :

a. Menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan kevangan pemerintah terkait
dengan likuiditas dan solvabilitasnya;

b. Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerinizh dan perubahan-
perubahan yang telah dan akan tegadi;

¢. Memonitor kineria, kesesumisn dengsn peratwan perwdang-undengan,
kontrak vang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;

d. Perencanaan dan penganpgaran:

¢. Mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :

- menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas schingga memudahkan
apalisis dun melakukan perbandingsn dengan kriteria yang felah
ditctapkan, membandingkan dengan kriteria vang telah ditctapkan,
membandingakan dengan kinetja periode-periode sebelamnya dan dengan
¥inerja unit yang lain;

- mengevaluasi tingkat ckonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program,
aktivitas, dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan;

- mengevaluasi hasil (outcome} suatu program, aktivitas, dan fungsi seria
efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;

- mengevaluasi tingkat permnerataan dan keadilan feguity don equalify).
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2.3.3. Karakteristik Kuoalitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan kevangan adalah ukuran-ukumo normatif
vang periu diwujudkan dslam infomasi akuntansi sehingga dapat memenubi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemertntah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki, yaitu :

{8) Relevan;

(b} Andal;

{¢) Dapat dibandingkan; dan

{d) Dapat dipahami ( Deddi Nordiawan ; 2006).

Keempat Karekieristik kualitatil Japoran keuacgan selanjutnya divraikan
di bawzh ini !

2.3.3.1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang temnuat
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevalusi peristrwa masa Jalu atan masa kini, dan raemprediksi masa depan,
serta menegaskan ateu mengoreksi hasil evaluasi mereka di mass Jalu. Dengan
demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihwbungkan dengan
maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

4) Memiliki manfaat wmpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengsuna untuk menegaskan stau mengoreksi
ekspekiasi mereka di masa Ialu.

b} Memiliki manfaat prediktif (predictive value}

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
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¢) Tepatwaktu

Informast disajikan tepat wakfu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
dalam pengarbilan keputusan.

d} Lenghkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaito
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengarubi pengambilan
keputusan, Informasi yang melatarbelakangi setiap butir indormasi ntama vang
termuat dalam laporan kevangan diungkapkan dengan jelas agar kekelirvan
dalam pengpunaan informasi tersebut dapat dicegah. ’

23.3.2. Andal

Informasi dalam  laporan keuangan oebes dari  pengerfian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakia secara juiur, serta
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau
penyaliannya tidak dapat diandalkan maka penggonaan informasi tersebut secara
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik

a} Penyajian Jujuar

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya vang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b} Dapat Diverifikasi (verifiability}

Informasi yang disajikan dalam laporan kevangan dapat divji, dan spabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeds, hasilnya tetazp
menuniukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

€} Neirslitas

Informasi diarabkan pada kebutuban umum dan tidak berpihuk pada
kebutuhan pihak tertentu,
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2.3.3.3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan kenangan akan lebih berguma jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atao laporan
keuangan entifas pelaporan Jain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan
secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tabun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas vang diperbandingkan
menerapkankebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan
menerapkan kebijakan akuntansi yang lebth baik daripada kebijakan akuntensi
yang sckarang diterapkan, perubghan tersebut diungkapken pada penode
terjadinya perubahan.

2334, Dapat Dipabami

Informasi yang disatikan dalars laporan kevangen dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk fin, pengguna diassmsikan memiiki
pengetahuan yang memadal ates kegiatan dan lingkaagan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemausn pengguna untok mempelajari informasi yang
dimaksud. (Deddi Nordiawan, 2006; 38)

23.4. Komponren-Komponer Laporan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tabur 2003 tentang Keuzngan
Negara dan Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang Perbendsharaan
Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidak-tidaknya terdiri atas

a, lLaporan Realisasi Anggaran (LRA).

b. Neraca,

¢. Laporan Arus Kas (LAK),

d. Catatan atas Laporan Kevangan {Calk).

Selanjutaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP,
dan dalam PSAP Nomuor 61 dijelaskan ke empat komponen kevangan tersebut.
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Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Kenangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap
menteri/pimpinan lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan di
atas., Namun demikian, Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan { Bendahara Umom Negara/Kuasa Bendahara
Umum Negara). Oleh karena itu kepala satoan kerja sebagai entitas akuntansi dan
menteri/pimpinan lembaga tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas.

Di samping meayajikan lapotan keuangan pokok, sustu entitas pelaporan
diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuwangan berbasis akroal dan
Laporan perubahan Fkuitas. Laporan Kinerfa Keuangan adalah laporan yang
menyajikan pendapatan dan beban seria surplus/defisit selama suatu periode yang
disusun berdasarkes basis akrual, Laporan Perubshan Elmitas adatah leporan yang
menyajikan mutasi atau pergbahan saldo ckuitas dana pemerintah selama suata
periode,

2.3.4.1. Lapoaran Realisasi Angearan (LRA}

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapetan,
belanja, dan pembigyaan selama suatu periode.

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegistan keuwangan
pemierintsh pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD
dengan mepyajikan ikhtisar sumber, alokaxi dan penggunaan sumber daya
ckonomi yang dikelola oleh pemeriatah pusat/daessh delam sstu periode
pelaporan. LRA mengpambarkan perbandingan anfara snggaran  dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan,

LRA menurut PP 24 Tahun 20035 menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut

a. Pendapatar (basis kas) adalab semua penerimaan kas umuin negarakas
daerah vang menambzah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintsh posat/daeraby
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Relanja (basis kas) adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah
yang mengurangi ckuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak skan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah,

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dang perimbangan dan dana bagi
hasil.

Surplus/defisit adalah selisth lebibvkurang antara pendapatan dan belanja
selama satu periode pelaporan.

Pembiavaan (finescing) adalgh seiiap penerimaan yang perln dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
pengangpgaran pemerintah terutama dimaksudkan uniuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa lebibAurang pembiayaan anggaran {SILPA/SIKPA) adalah seligih
lebib/kuranp antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN sclama sam

periade pelaporan.

Unsur-unsur dari LRA dapat digambarkan seperts dibawah ini :

€.

Pendapatan Rp. XXX
Belanja Rp. XXX
Transfer Rp. XXX
Surplus/Defisit = (a ~ (b+e)) Rp. XXX
Pembiayaan (Neto) . Rp. XXX
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran = (d - ) Rp. XXX
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2.3.4.2. Neraca (Balance Sheet)

Neraca menggambarkan posisis keusnpgan suatu entitas pelaporan
mengenai asct, kewajiban, dan ekuiias dana pada tanggal tertenta.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut ©

3. Aset adalah seraber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
pemerintah schagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonorai dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintall maupun masyarakat, serta dapat divkur dalam satuan vang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarskat umum dan sumber-sumber daya vang dipelihara karenc
alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa Ialu vang
penyelesalannys mengakibatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

¢. Bkuitas Dana adalab kekayaan bersih pemerintabh yang merupakan selisih
antarz asef dan kewajiban pemeriniah.

2.3.4,3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan
operasional, investasi aset non keusngan, dana cedangan, perobiayaan, dan
fransaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
peageluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu,

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri davi penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

a Penericnasn Kas adalah semua aliran kas vang masuk ke kas wmum negara/kas
daerah.
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b. Pengeluaran kas adalah semua alitan kas yang kelvar dari kas umum
negara’kas daerah,

2.3.4.4. Catatan atas Laporan Kesangan (Cal.K)

Catatan atas Laporan Keuvangan (Cal X} adalah unsur laporan keuangan
pokolk dan wajib (bukan tambahan) serta bagian yang tak terpisahkan dari laporan
keuangan yang menyajikan informasi tentanp penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadal, CalK adalah the sou! of

Financial Statement.

CsLK ditujukan agar laporan keuangan dapat dipabami dan dibandingkan
dengan laporan keuangan entitas lainnya. Setiap entitas wajib menyajikan Cal. K.
Selain ity Tujuzn membuat CallK adalah uatuk pengungkapan paripuma (fdl

disclosure).
CalK sekurang-kerangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut ;

1. informasi temtang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian
target Undang-Undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian tarpet;

2. ikhtisar pencapaian kinerjz kevangan selama tahun pelaporan;

3. informasi temtang desar penyusunan laporan keuangan dan  kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;

4, pengungkapan informasi yang dibaruskan oleh PSAP yang belum disajikan
datam lembar muka laporan keuangan;

S, pengungkepan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
schubungan dengan penerapan basis akrual ates pemdapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

6. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar ks laporan keuangan,
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CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disgjikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam Cal X
adalah penyajian informaest yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAFP serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontiensi dan komitmen-

komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Cal.X setidak-tidaknya menjelaskan hal-
hal gebagat berikut

1. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

2. sampai sejauh mana kebjjakan-kebijokan akuotansi yang berkaitan dengan
ketentuan-ketentusan masa fransisi SAP ditermapksn oleh suatu  entitas
pelaporan; dan

3. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang dipedukan untuk memahami laporan
keuangan,

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akantansi perlu diungkapkan,
manajemen  harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat
membanta pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalem
laporan keuangan., Kebijakan-kebijskan akuntansi yang perlu diperfimbangkan
untuk disajikan meliputi, totapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan;

2. Pengakuan belanja;

3. Prnsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasion;

4, Investasi; -

2. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwajud dan tidak berwujud;
6. Kontrak-kontrak konstruksi;

7. Kebijakan kapitalisasi pepgeluaran:

8. Kemitraan dengan pihak ketigas

8. Biaya penelitian dan pengembangan;

10. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
11. Dana cadangan;
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12. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilal.

Suatu entitas pelaporan juga dapat menpungkapkan hal-hal berikut ini
apabila belurn diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,
yaitu:

1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas
tersebut beroperasi;

2. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;

3. ketentuan  perondang-undangan  yang menjadi  landasan  kegiatan
operasionalnya

2.3.35. Pengukuran Unsur Laperan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai vang ountuk mengakui dan
memasukian setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukwran pos-pos dalam
laporan keuangan menggunakan pilai perolehan historis. Aset dicatel schesar
pengeluaran kas dan setars kas atau sebesar nilai walar dari imbalan veng
diberikan untuk memperolch aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keusngan menggunakan mata uang Rupiah,
Transaks! yang menggunakan matz uang ssing dikonversi terlebih dabule dan
dinyatakan dalam mata wang Rupiah.

2.4. Standar dan Sistem Akuntasi

Laporan Keuangan mervpakan output sebuah sistem akuntansi. Sistem
akuntasi harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang  memenubi
kebutuban informasi dawi semua kelompok pengguna baik intemal maupun
eksternal,

Oleh karena itu, sebuah sistem akuntansi yang baik harus disesuaikan
dengan standar akuntansi yang berlaku umuom,
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Sebuah sistem informasi akuntansi, selain mengacu pada standar yang
berlaku wmum jugs harus didukung oleh unsur-unsur utama lainnya, seperti:
Pedoman Business FProcess; Bagan Akun Standar; Penetapan Lembaga dan
Pejabat Akuntansi; Hardware dan Sofiware; Personil terampil dan terlatih agar
output berupa [aporen kevangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi
vang relevan, reliable, complete, comparable sebagsi pijakan dalam pengambifan
keputusan, Keberadaan semua uwnswr utama  fersebyt dalam sebuah sistem
akuntansi adalah sangat penting. Kelemahan salah satu vnsur saja mengakibatkan
sistem tersebut menjadi cacat atan tidek akan berfungsi dengan baik. Jadi baik
standar maupun unsur-unsar utame saling mendukung dalam suatu sistem
akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilikan dapat berguna untuk umom
dan tepat waktu,

Alur dari sistem dan standar akuntansi dapat dilibat pada gambar di bawsh ini:

Garmbar 29

. or Hekapaan
. 7 Eesalitan
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238  Peraturan Perundangan terkait dengan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.

2.5.1 Sistem Akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomeor : S9/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat

Sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian secara sistematik
dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain univk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan di Hngkungan
orgenisasi pemerintabh. Depgan demikian sistem akuntanst merupakan sualu
wadah untek memproses data keuangan sampai dihasilkannya informasi vang
disajikan dalam laporan kewangan.

Sistern akuntansi untuk Pemerintah Pusat  ditetapkan oleh Menteri
Keuangan. $istem akuntansi ini disusun sesusi dengan Standar Akuntansi
Pemeriniahan. Sehingga laporan kcuangan yang dihasilkan akan sesual dengan
Standar Akuntansi Pemerintatan.

Berikut ini merupakan gambaran umum Sistern Akuntensi Pemerintah
Pusat berdasarkan Permenkeu Ri Nomor : 59%PMK.06/2005 fentang Sistem
Akuntausi das Pelaporan Keuangan Pemerintsh Pusat yaitu :

1. Dasar Hukam Penyelenggaraan Sistern Akuntansi Pemerintah Pusat
A, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -

a. Pasal & menyatakan bshwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan
atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunvai tugas anlara
fain  menyusun  laporan  keuangan  yang  merupakan
pertanggungiawaban pelaksanean APBN,

b. Pasal 9 menyatakan babwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagei
pengguna anggaran/pengguna barsng Kementenan Negara/Lembaga
yang dipimpinnya mempunyai tugas antarz lain menyusun den
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga
yang dipimpinnya,
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Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan
rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan
Realisast APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Cataten atas
Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan lsporan keuangan
perusahaan negara dan badan laionya.

Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendabharaan Negara ¢

a.

Pasal 7 ayat (20) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi
dan pelaporan kevangan Negara,

Pasal 51 ayat (1) meoyatakan babhwa Menteri Keuangan/Pejabat
Pengelola  Keuoangan  Daembh  selaku Bendshara  Umum
Negara/Daerah  menyelenggarskan  akuptanst  atas  transaksi
keuangan, aset, utang, dan ekuitas dans, termasuk transaksi
pembiayaan dan perhitungannya.

Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan
fembaga/kepala satuan kerja perangkat daemah selakn Pengpuna
Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas fransaksi keuangan,
aset, ulang, dan ckuilas dana, termasuk transaksi pendapatan dan
belanja yang berada dadam tanggung jawabnva.

Pasal 55 ayat {I) menvatakan babwa Menteri Keuangan selakn
pengelola fiskal menyusun Laporan Kenangan Permerintah Pusat
untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenubi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pasal 35 ayat {2} menyatekan bahwa dalam menyusin Lapommn
Keunangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna.
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. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendsharsen Negara, menyataken bahwa agar
informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi prinsip transparansi dan akoniabilitas, perlu
diselenggarakan Sistern Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) vang
terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh
Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang
dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

g Undang-updang Nomor 36 Tahun 2004 ientang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 avat (1}
menyatakan bahwa setelah Tahun Asggaran 2005  beralkchir,
Pemeriniah menyusun Pertangpungjawaban atas Pelaksanaan
Anggaran Pendapaton dan Belanja Negara Tabun Apggaran 2003
berupa Leporan Keuangan.

k. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 teniang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal
60 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga wajib
menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunasan dana bagian
anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan
neraca Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan kepada Presiden
melalui Menterd Keuangan. Keputusan Presiden tersehut telah diubah
dengan Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentany Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnva gambaran sistem dan pelaporan kevangan dapat dilihat
sebagaimana gambar 2.10 bertkut :
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Sistem Akuntansi dan Pelaporan

2, Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintak Pusat

Sistemy Akuntansi Pemerintab Pusat (SAPP) adalah seranpkaian prosedur
manual maupun yang ferkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengao pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
Pemerintah. Pusat

Sistern Akuniansi Pemerintah Pusat (SAPP) berlaku untuk sefuruh unit
crganisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerab dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atan Tugas Pembantuan seria pelaksansan
Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan,

Tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini
adalah ;
a. Pemerintah Dzerah (sumber dananya berasal dar APBD)

b. Badap Usaha Milik Negara/Badan Ussha Milik Daerah  vaog terdin dari
perusahaan perseroan dan perusahaan utmum,
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¢. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah
3. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan  untuk :

4. Menjags aset Pemerintsh Pusat dan  instausi-instapsinya  melalu
pencatatan, pemprosesan dan pelaporan fransaksi keuangan yang konsisten
sesuai dengan standar dan prakiek skuntansi yan diterima secars umum;

b. Menyedizkan mformasi yang skurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemeriniah Pusat, baik secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagal dasar penilaian kinerja, antuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan skuntabilitas;

¢. Menyediakan informast yanpg dapat dipercaya tentang posisi kevangan
suaty instansi dan Pemerintah Pusat secara keselurahan;

4. Menyediakan informasi keuangan yang berpuna untuk perencanaan,
pengelolaan dan penpendalian kegiaten dan keuangan pemerintah secara

efisien.
4, Ciri-ciri Pokok Sistern Akuntansi Pemerintah Pusat
Ciri ~¢iti pokok Sistern Aluntansi Pemerintah Pusat astara lain

4. Basis Akuntansi
Cash toward Acerual, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakusn pendapatan,
belanje, dan pembisyaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis
akrus! untuk pengakuan aset, kewaiiban, dan ckuitas dalam neraca.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistern Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamasn dasar akuntasi
vaity : Aset = Kewnjiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan
dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkdraan vang terkait.

Univergitas Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009



5

Dana Tunggal

Kepiatan akuniansi yang mengacu kepada UU-APBN scbagai landasan
operasional, Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan
Belania Pemerintah dipertanggungiawabkan sebagai kesatuan tunggal.

Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan kewangan di instansi dilaksanakan
sccara berjenjang olch unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instapsi
maupun di daerah.

Bagan Perkiraan Standar
SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri
Kenangan vang berlaka untuk tajuan penganggaran maupun akuntansi.

Standar akuntansi Pemerintali (SAP}

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (8AY) dalam
melakukan  pengakuen, penilaian, pencatatan, penvajian  dan
pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan
laporan kewangan.

Kerangks Umum Sistem Akentansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada IDPR sebagai
pertanggunpjawaban atas pelaksansan APBN. Sebelum disampaikan kepada
DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diandit terlebih dahulu oleh
pihak BPK.

Laporan keuangan pemerintah pusat terdin dari:

2.

Laporan Realisasi Anggaran

Konsolidasi Laporan Reslisasi Awnpgaran dari seluruh Kementerian
Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi.

Neraca Pemerintah

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca
SAKUN,
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¢. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merapakan konsolidasi Laporan Arus
Kas, dari selurch Kanwil Ditjen PBN.

d. Catatan atas Laporan Keuangan
Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas npilai suate pos
yang tersali di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pernerintsh dan
Laporan Aras Kas.
Untuk lebih jelasnya gambaran kerangka umnm SAPP dapat dilihat
pada gambar 2,11 berikut -

Gambar 2,11
Kerangks Umum SAPP
- Sistemn Akuitansi Pemerintah Pusat -
‘ N " PO
- Sistem Akuntansi Pusat - gjﬁzﬁm At jtagwazsi
f T JBIRPE {s%?
Sistem || gistem. | | Sistem ‘Sistem Infarmasi:
&&mj Aluntansi| | Akundansi gﬁ;’?’;ﬂ &
bmum | KasUmum| | Ketiengan: * Barang ik
(SAU) - ﬂegam 7 (SAK) ' Negara
T (sm(um S— {sm;.mm}
Universitas indonesia

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009



48

6. Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemertintah Pusat {SAPP) terdiri dari:

a.

b’

Sistemwn Akuntansi Pusat (SiAP);

Sigtern Akuntansi Pusat (8iAP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan ( Ditjen PBN) dan terdiri dari:

- SAKUN vanp menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN;

- BAlJ vang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan kewangan SAU dan
SAKUN, dilaksanakan oleh unit-unit Ditien PBN yang tendini dari:

- Kantor Peiayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- Kantor Wilayah Ditjen PBN (Kanwil Ditien PBN);

- Kantor Pusat Ditien PBN,

Sistem Akuntansi Instansi (SATY

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutoya disebut SAT, adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulat dard
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi  kewmangan dan  operasi  keuangan pada  Kementerian
Negaea/lembaga.

Setinp Kementerian Negara/l.embaga wajib menyelenggarakan
SAl untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran
Pembisynan dan Perhitungan.

Sistern Akuntaasi Instansi (SATD) dilaksanaken oleh kementerian
negara/lembaga. Kementerian negaraflembaga melakukan pemrogesan
data untuk menghasitken Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Cafatan atas Laporsn Keuangan, Untuk lebik
jelasnya dapat dilihat pada gambar 2,12 yang merupakan pambaran uvmum
dari SAT,
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Gambar 2.12 Gambaran umum SAI

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keusngan (SAK) dan Sistem
Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), Dalam pelaksansan SBAIL
kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi kewangan dan unit
akuntansi barang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 2.13 Mekanisme Pelaporan
SAL

TR - T e, . KESEMTRIAN HEGARA, : T TR
UNIT AHUNTANE e FLEMBAGA o GHTE &RUNTANSE
PENGGLIMA ANGIARAR : . Y ¥ o PENEOUMA BARAHG
T 1 i R
; . —l —— LAP KEUANGAN c e MWAMJ.___.H_,...,, S
P U AMUNTANS| SPEMBANTU | B . uur; e&ﬂl(uu"ra:s: PEMPANTI ¢
PEWGGLIA AMNGGARAN « . A i GGUNA BARARG ~ 1
: ESELGH 1 (PAPFA-ESS) : LaP.BMN : ESELOM | (UAPPA-ES1) ;
R = " N R E i
I OHNIT AKUNTARSI PERMRANTY LT mmga; s-mag:m H
i PENGGUNA ANTGARAN - ; T Rty
VRELYAH [UAPPAWS g C WL AYAR [UADEE-W)
: URIT AXLNTAMNS : 2 UNIT AKIRITANSS
: KUASA PENGOLIMA A 4wt m e e o KA BENGOLINA BARMNG
ANGAERAN (UARPAY ; - TARPRY

Gambar 2.13 Mckarisme Pelaporan SAIX
A. Untuk melaksanakan SAK, dibentuk unit skuntansi kesangan.
Unit akuntansi keuvangan terdird dari

1. Unit Akomntansi Pengguna Anggaran {UAPAY;
a. UAPA melakukan proses penggabungan laporan keuangen
UAPPA-B1 termasuk laporan kevangan dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuarn.
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b, Untuk UAPA vang juga mengelola Anggaran Pembiayaan dan
Perhitungan harus melakuksn proses penggabungan laporan
keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan.

¢. UAPA menyususn laporan kevangan tingkat Kementerian
Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan laporan
keuangan tersebut.

d. UAPA menysmpaikan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPA
beserta ADK kepada Dirjent Perbendaharaan setiap triwulan.

e. UAPA menyampsikan laporan keuangan semesteran dan tabunan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

f. UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuwangen dengan
Dirjenn Perbendabaraan c.q. Direktorat [nformasi dan Akuntzosi
setiap semester. Hagil rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara Rekonsiliast.

. Upit Akantansi Persbantu Pongpuna Anggaran - Eselonl (UAPPA-

El);

a. UAPPA-E] melakukan proses penggabungan laporan keuargan
UAPPA-EI vang berada di wilaysh kerjanya termasuk laporan
kenangan UAPPA-W Dekonsenfrasi dan Tugas Pembantuan,
laporan kcuanpan UAKPA yang langsung berada di bawah
UAPPA-E], dan Laporsn Realigsasi Anggaran Pembiayaan dan
Perhitunpan yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembags.
Kemudian menyusun laporan keuangan tingkat Eselon |,

b. UAPPA-E1 dapat melskukan rckonsiliasi aizs laporan keuangan
tersebut dengan Digjen Perbendaharsan c.q. Direktorat Informasi
dan Akuntansi setiap semester. Hasil rekonsiliasinya tersebut
dituangkan datam Berita Acara Rekonsiliasi.

¢. UAPPA-E] menyampatkan Laporan Realisasi Anggaran dan
Nertaca tingkat Eselon I beserta ADK kepada UAPA setiap bulan
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UAPPA-E] menyampaikan laporan keuangan semesteran dan
tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan
atas Laporan Keuangan

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-
W

a

UAPPA-W melakckan proses penggabungan lsporan kenangan
yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya termasuk Laporan
Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan
oleh Kementerian Megara/Lembaga kemudian menyusun laporan
keuangsn tingkat UAPPA-W.

UAPPA-W wajib menyampatkan Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca tingkat UAPPA.W beseria ADK kepada Kanwil Dirjen
Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan.
UAPPA-W melakukan rekonsiliasi atas laporan kevangannya
dengan Kanwil Dirien Perbendaharaan setiap triwulan. Hasil
rekonsiliasinya ditsangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
UAPPA-W wajib menyampaikan Laporun Realisasi Anggaran dan
Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada UAPPA-E! setiap
bulan _

{JAPPA-W menyampaikap laporan keunangan semesteran dan
tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan
atas Laporan Keuangan

4, Unit Akuntansi Kuasa Pengpuns Anggaran (UAKPA);

a

Setiap UAKPA  wajib memproses dokumen sumber uoniuk
menghasilkan  Japoran  kevangan bervpa VLaporan Realisasi
Anggaran, Nerace, dan Catatan stas Laporan Keuangan satuan
kera

UAKPA  yang menggumakan angegsran  pembisysan  dan
perhitungan, juga wajib memproses dokumen sumber untuk
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan catatan atas
Laporan Keuangan Anggaran Pembiaysan dan Perhitungan.
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c. Setiap UAKPA wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran
dan Neraca bescrta ADK setiap bulan kepada KPPN dan UAPPA-
W/ UAPPA-E1 )

d. UAKPA melakukan rckonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
Hasilnya dituangkan datam Berita Acara Rekongiliasi.

e, UAKPA menyampaikan laporan keuangan semesteran dan {ahunan
berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Untuk iebih jelasnya gambaran unit organisast akuntansi kewangan
dapat dilihat sebagaimana gambar 2,14 berikut

Gambar 2.314

Unit Organisasi Akuntansi Kevangan

Tingkat Kementeriaon MegarsaflLemnb aga
Hnit Akuntarn:s! PFongguna Angearan (UAPLS

MM F-FMWWW e

Tingkar Eselon 1
tindt Akuntanst Pewbanta Peapgguna Angegaran-Eselon $
{UAPPA-ETY
leww%m
Tinpkat Wilayah
Unit Akuntansi Pembantu Pengeuna Angoacas-Witayah

(FAPPA- MY
e e

e W

Tinmkat Satuan Keria

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (JAKPA)

Untuk melaksanakan SABMN, Kementerian Negara/lembaga
membentuk Unit Akuntansi Barang,

Dimana unit akuatanst ind terdird dari -

1. Unit  Akuntapsi Peogguoa Berang (UAPB ) uwnhik
Kementerian/Lembaga
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a UAPB menyusun Laporan BMN  tngkst Kementerian

Negara/Lembaga berdasarkan basil penggabungan laporan BMN
dari sclurnh UAPPB-EI di wilayah kerjanya

Laporan BMN kepada Menteri Keuangan <¢.g. Dijen
Perbendaharaan setiap somester

UAPB melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Dirjen
Perbendaharaan  ¢.q. Direktorat  Pengelolaan  Barang
Milik/Kekayaan Negara sctiap tehun

. Urit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang - Eselonl (UAPPB-E1)

a.

UAPPB-El menyusun Laporan BMN tingkat Eselon 1 berdasarkan
hasil penggabungan laporan BMN seluruh UAPPB-W di wilayah
kerjanya, termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi dan  Tugas
Pembantuan seria UAKPR vang langsung berada di bawahnya
Laporan BMN tingkat wilayah beserta ADK data transaksi BMN
disampaikan kepada UAPB setiap scmester

Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN juga
menjadi bahan penyusunan Cataten Atas Laporan Keuvangan
tingkat Eselon | dan lampiran Laporan Keuangan

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang - Wilayah (UAPPB-W)

a.

UAPPB-W menyusun Laporan BMN tingkat wilayah berdasarkan
hasil penggabungsn laporan BMN seloruh UAKPB di wilayash
kefanya

Laporen BMN tingkat wilayah beseria ADK data transaksi BMN
disampaikan  kepada UAPPA-Ei dan Kaawil Digen
Perbendabaraan di wilayahnye masing-masing setiap semester
Selain untuk memenuhi kebutuhan manajerial, Laporan BMN juga
menjadi bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
tingkat UAPPA-W dan lampiran Laporan Kevangan

Unit Akuntansi Keasa Pengguna Barang (UAKPB)
a. UAPB menyusan Laporan BMN  tingkat Kementerian

Negara/lembaga berdasarkan hasil penggabungan lfaporan BMIN
dari seluruh UAPPB-E1 di wilayah kerjanva
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b. Laporan

Perbendaharaan setiap semester
c. UAPE melakukan pemutakhiran data Laporan BMN dengan Dirjen

Perbendaharsan ..
Milik/Kekayaan Negara setiap tabun

7. Jenis-jenis Laporan Kenangan

Direktorat

34

BMN kepada Menteri Keuangan c¢q. Dirjen

Pengelolaan  Barang

Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi
SAPP adalah dirinci pada tabet Sistem Akuntansi yaitn pada tabel 2.1.

Tabel 2.1, Laporan Kcuangan Sistem Akuntansi

Sistem
Akuntansi

Jenis Laparan:

Pengguna Laporan:

SAKUN

Laporan Arus Kas

~ Kepala KPPN

- Kepala Kanwil Ditjen PBN
- Dirjen PBN

- Menteri Keuangan

Neraca K{UIN

- Kepala KPPN
~ Kepala Kanwil Ditien PBN
- Dirjen PBN

SAU

Laporan Realisasi
Anggaran

- Kepala KPPN
- Kepala Kanwil Digen PBN
- Dirfen PBN

Neraca SAU

- Kepala KPPN
- Kepala Kanwil Ditjen PEN
- Difgen PBN

SAI

Laporan Realisasi
Angparan

~ Kepala Kantor

- Kepala Kanwil

- Kepala Daerah

- Pimpinan Escion-I

~ Menteri/Pimp. Lembaga

Neraca SAT

~ Kepala Kantor

- Ka. Kanwil, Ka Daerah
- Pimpinan Eselon-I

- Menteri/Fimp, Lembaga
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2.52 Sistem Akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Kenangan Nomor :
TTHPMK.05/2007 Pengganti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomeor
: S9PMK.G6/2605 tentang Sistemn Akuntansi dan FPelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

Berikut ind ringkasan dari Peraturan Menterl Keuangan Nomor :
171/PMK. 0572067 pengganti  Peraturan Menteri  Kenangan Nomor
SO/PME_.(6/2005 tentang Sistem Akuntensi dan Pelaporan Keuangan Pemerntah
Pasat yaitu berubahnya SABMN menjadi SIMAR BMN yaitu :

1. Dokumen Sumber SAI terdin dari ;
a. Dokumen penenimaan
1} Estimasi Pendapatan yang diaiokasikan
2} Realisasi Pendapatan
b.  Dokumen pengeluaran
i} Alokasi Anggaran DIPA, SKO, dan dokumen lain yang
dipersamaikan
2) Realisasi Pengeluaran
Memeo Penvesuaian adalah jurnal koreksi dan jumnal aset
Dickumey Piutang
Dokumen Persediaan
Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan

© oop oA

Dokumen lainnya
2. Barang Milik Negara ( BMN )

d. Barang Milik Negara {BMN) meliputi semua barang vang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah

b.  Perclehan lainnya yang sah meliputi:

1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejeais;

2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;

3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

4) Barang yang diperoich berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh ketentuan hukum tetap.
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BMN merupakan bagian dari aset pemerintal pusat.
BMN meliputi unsur-ungur asct lancar, aset tetap, aset lainnya, dan
aset bersejarah.

Prinsip-prinstip SIMAK-BMN

a,

Ketaatan

Diselenggarakan  sisi  peraturan perundang-undangan & prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

Konsistensi

Dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang
berlaku

Kemampubandingan

Dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

Materialitas

Mengungkapkan seluruh informasi yang mempengarohi keputusan.,
QObyektit

Dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Kelengkapan

Mencakup scluruh transaksi BMN yang terjadi.

Kelparan SBIAK-BMN

a.

& o o

ow o op

Daftar BMN;

13 Daftar Barang Intrakomptabel

2) Dafiar Barang Fkstrakomptabel

3} Dafiar Barang Bersejarah

4) Daftar Barang Persediaan

5} Daftar Konstruksi Dalam Pengegjaan (KDP).
Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanaly;

Karta Inventaris Barang (K1B) Bangunan Gedung;
Karte Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor;
Kartu Inventans Barang (KIB} Alat Persenjataan,;
Dafiar Inventaris Lainnya (DIL);

Daftar Inventaris Ruangan (DIRY;

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);
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Laporan Kondisi Barang (LKB)

Dokumen Sumber SIMAK-BMN

a.

Saldo Awal

Mengpunakan catatan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan
apabila diperlukan, dapat dilakukan inveniarisasi.
Perolehan/Pengembangan/Penghapusan

Berita Acara Serah Terima BMN;

Bukt Kepemilikan BMN;

SPM/ SP2D;

Kuitansi:

Faktur pembelian;

Surat Keputusan Penghapusan;

Dokumen lain yang sah,

N RN R

Kebijakan Akuntansi BMN

4.

sebagad persediaan (aset lancar} apabila dibarapkan segera dipakai atau
dimiliki untuk dijual dalam wakta 12 {dua belas) bulan sejak tenggal
pelaporas.

sebagai aset telap apabila mempunyai masa manfaat Jebih dari 12 (dua
belas) bulan, untuk digunakan tidak dimaksudkan untuk dijual >
Tanah; Peratatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jatan, Trigasi, dan
Jaringan; f&set Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan.
sebagai aset fain-lain apsbila BMN berupa aset tetap yang sudah
dihentikan pengpunasn aktif pemeriniah,

Pengertian Persediaas adalah ;

a

Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

Barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atan diserahken
dalam rangka pelayanan kepada masyaraket.

Persedinan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk
pemelibaraan, suku cadang, persedizan wntuk fujuan strategis/berjaga-
jaga, pita cukai dan leges, bahan bakuy, barang dalam proses/sefengah
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jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
dan hewan dan tanaman untuk dijpal atau diserahkan kepada

masyarakat

Pengakuan & Pengukuran Persediaan

a  Persediaan diakui pada seat diterima atau hak kepemilikanaya danfatan
kepenguasaannya berpindah

b.  Pengukuran persediaan disaitkan sebesar:

¢.  Biaya perolchan adalah apabila diperoleh dengan pernbelian.

d. Biays standar adalah apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

e. Nilai wajar adalah apabila diperoleh dengan cara lainnyva sepertt
donasi/ramnpasan

Pengungkapan Persediaan

a.  Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya
b.  Dalam Catatan Atas Laporan Kevangan harus diungkapkan

Selaniuinya gambaran unit organisasi akuntansi BMN dapat dilihat pada
gambar 2.15 besikut :

Gambar 2,15

Unit Organisasi Akuntansi BVMIN

Tingkat Kementerian NegaraftL.embaga
Unit Akuntansi Fengeuna Barang (UARE)}

i
Tingkat Eselon 1

Unit Akuntansi Pembantu Fengguna Barang-Eseton 1
(UVAPPB-E1)

MW
Tingkat Wilayah

nit Akuntansi Pembanta Pengguna Barane-Wilavah
{(UAPPBE-W)

Mwwmwmm

Tingkat Satuan Keria

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
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3.1.  Profile Direktorat Jenderal Mandilcdasmen

Berdasarkan Peraturan Presidea Nomor 18 tahun 2005, yang telah
disempumakan dalam Peraturan Presiden somor 15 tahun 2005 tentang Unit
QOrganisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik Indonesia, Ditjen
Mandikdasmen adalah salah satu Direkiorat Jenderal di Departemen Pendidikan
Nasional (Depdilmas). Dircktoral Jenderal lainnya adaleh Ditjen Pendidikan
Tinggi, Ditjen Pendidikan Pendidikan Luar Sckolah, dan Ditien Peningkatan
Muiu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada jajaran yang sama Depdiknas
memiliki Sekretariat Jenderal, Inspekiorat Jenderal, dan Badan Pengembangan
Pendidikan. Ketutuh lembaga ini dinamakan unit utams Depdiknas, memiliki
kedudukan yang sejajar dengan tugas yang berbeda,
Berdasarkan Undang-undang nomeor 20 tshun 2003 tentang Sistem
Peadidikan Nasional, Peraturan Presiden nomor 10 thun 2005, dan Peraturan
Menteri nomor 14 tatun 2005, Ditjen Mandikdasmen memiliki tugas pokok dan
fungsi berikut: |
I, Memfasilitasi pemerintah daerah mengembangkan pendidikan dasar dan
menengah di daerah masing-masing.

2. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pada fingksat nasional untuk

~ pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah,

3. Bersama-sama dengan Pemeriniah Daersh memantau pelaksanaan program
nasional pendidikan.

4. Melakukan evaluasi  dampak (impact evaluation) kebijakan Ditjen
Mandikdasmen di bidang pelayanan pendidikan dasar dan menengah.

5. Menyediakan perangkat vang diperlukan untuk memberikan pelayansn
pendidikan kepada daerah, sckoleh, dan masyarekat mengenai aspek-aspek
pelayanan pendidikan bermutu.
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&. Menetapkan kebijakan pasional mengenai pelayapan pendidikan dasar dan
menengah yang berlaku untuk seluruh wilayah NKRL

7. Menfasiiitasi, membina dan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaran
disentralisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.

3.1.1

Yisi dan Misi Direktorat Jenderal Mandikdasmen,

1. Visi Ditjen Mandikdasmen
Visi Ditjen Mandikdasmen dirumuskan sebagai berikut;
“Terwujudnya pendidifam dasar dan menengah bermutu untuk kehidupaon
yang cerdas atas dasar kepribadian dan akhiok mulia bagi seluwrsh anak

bangsa
2. Misi Mandikdasmen
Mist Difjen Mandikdasmen sdalsh:

a.

Meningkatkan skses masyarakai untuk pendidikan dasar dan menengsh
yang bermutu.

Membantu/menthimbipg satuan pendidikan di jeniang Pendidikan Dasar
dan Menengah untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu
Menjalin kerjasama yang efektif dan produktif dengan pemerintah daerah
dan masyarakat dalam pengembangan dan pembinaan pendidikan dasar
dan menengah yang berputu.

Membantu pemerintah daerzh menyediakan sarana dan prasarana belajar
pendidikan bermuty.

Melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem  penyelenggaraan
pendidikan bermutu dan gkuntabel,

Merintis pengembangan lingkungan sekolah schagai pusat pengembangan
budaya {a certre for cultural development).

Mengembangkan sistem pelayanan khusus untuk peserta didik yang
berada dalam konteks sosial, ekonomi, dan kondist geografis kKhusus.
Menfasilitasi dacrah dalam penyusunan arah, pembimbingan, pengaturan
dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dasar dan
menengah.
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3.1.2. Struktur Organisasi Ditjen Mandikdasmen

Berdasarkan Peraturan Menteri Diknas Nomor 14 tahun 2005 tanggal 3
Agustus 2003, Ditien Mandikdasmen terdiri dari sata Sekretariat Ditjen dan 5
Direktorat, yaitu:
a. Seckertariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
¢.  Direktorat Pembinzan Sekolah Menengah Pertama;
4. Direkiorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
¢.  Direklorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejurvan;
f  Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Struktur di atas merapakan hasil perubahan struktur organisasi Depdiknas,
Dities Mandikdasmen dihasilkan sebagai hasil pengembangan dari Ditjen
Dikdasmen yang memiliki satu Sckretaniat Ditien dan 6 direktorat, yaitic
Direktorat TK/SD, Dirckiorat SMP, Direkiorat SMU, Direktorat Dikmenjur,
Direktorat Pendidikan Luar Biasa, dan Direktorat Tenaga Kependidikan,

Direkiorat Tenaga Kependigikan tidak Iagi beradn di bawah koordinasi
Ditjen Mandikdasmen. Berdasarkan Keputnsan Menteri Pendidikan Nasronal
nomor 31/0/2005 tapgmal 18 Maret 2005, Dircktorat Tepaga Kependidikan
dipindahikan Direkiorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Peaingkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mempunyai tugss merwnuskan serta
melaksanakan melaksanakan kebijakan dan standarisasi ieknis di bidang
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nama-nama direktorat yang
berada di bawah pemwbinaan Ditjen Mandikdasmen pun berubab, disesuaikan
dengan nama satuan pendidikan tersebut yang ditefapkan dalam Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nastonal terlibat-pada gambar

3.1 ini.
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Gambar 3.1, Struktur Organisasi Ditjen Mandikdasmen
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Mengacu peda perubahan tersebut di atas, telah dikeluarkan Peraturan
Mendiknas nomor 14 tahun 2005, tanggal 3 Agusius 2005, vang menetapkan
bahwa Direktorat Jenderal Muandikdasmen merupakan direkiorat  jemsieral
pembinaan, dengan penckanan pada bidang manajemen. Perubaban fugas dan
fungsi ini selaras denmgan pervbshan dalam tata pemerintahan negara Republik
Indonesiza yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah  untuk
penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, fugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal Mandikdasmen ini Jebih terfokus pada aspek manajemen

sesuai dengan namanya.

3.1.3. Tugas pekok dan Fusgsi Ditjen Mandikdasmen

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesta
somor 14 tahun 2005 tenteng Organisasi dan Tata Kega Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengsh Departemen Pendidikan Nasional,
tugas pokok Diten Mandikdasmen adalah “meromuskan serte melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan
menengah.”

Berdagarkan Permen Idiknas nomor 14 tahun 2005, fungsi Ditjen
Mandikdasmsen adalah:
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Penyiapan pernmusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan
dasar dan menengah;

Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah;
Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur <i bidang
manajemen pendidikan daszr dan menengah;

Pemberian bimbingan {elnis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan
dasar dan menengah;

Pelaksanaan urnsan administrasi Direktorat Jenderal.

3.1.4. Arah dan Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar dag Mencngah

Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah secara nasiopal diamahkan

kepada tiga pilar program, vaifu:

i

Pemerataan dan perluasean akses untok memperoleh Pendidikan Dasar dan

Menengahs
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan

3. Penpuatan tata keloia, skuntsbilitas, dan pencitraan publik pada jenjang

Pendidikan Dasar dan Menengah.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka strategi pengembangan pendidikan

dasar dan menengah dibagi atas 4 periede:

4.

2005 — 2010 . Peningkatan kapasitas dan modernisasi: pemeratsan akses,
peningkatan [PM, dan pengpunaan JCT

2010~ 2015 : Penguatan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan daya saing
dalam pelayanan pendidiken yang semakin besar, desentralisasi fiskal dan
otonomi daerak vang semakin dewass.

2015 — 2020 : Daya saing regional: pengembangan muta dan pelayanan
pendidikan dasar dan mencngah yang memiliki daya saing pada tingkat
ASEAN |

2020 — 2025 : Daya saing intemnasional: pengembangan muty dan pelayanan
pendidikan dasar dan menengab berkelas internasional
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315, Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2005, tertang Organisast dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, dimana pada
Bab I Bagian Ketiga passal § mengenai Keduduokan, Tugas, Fungsi, dan Susunan
Organisasi {Sekretariat Dircktorat Jenderal) menyebutkan bahwa Sekretariat
Direktorat Jendemal memgpunyar tugss melaksanakan pelayanan feknis dan
administratif serta permbinaan dan koordinasi pelaksansan tugas unit organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal.

Pada pasal 6 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal S, Bekretariat Direktorat Jendaral menyelenggarakan
fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan
dasar dan menengah;

b. koordinasi pelaksanaan tugas Dircldorat Jfenderal;

©. pengelolazn urusan keusngan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;

d. pelaksanaan wrusan keiatalaksanaan, hukumn dan perundang-undangan seria
kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;

¢. pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat
bidang pendidikan dasar dan mencngah;

f pelaksanaan urusan ketatsusshasan, kerumahtanpgran, dan perlengkapan di

lingkungan Direktorat Jenderal,

Kemudian pasal 7 menjelaskan Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas .
Bagiap Poroncanaan;

Bagian Kepanpan;

Bagian Tatalaksana dan Kepopawaian;
Bagian Umunm;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari ke lirna bagian tersebut mepurot pasal 12 Baglan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan urusan kenangan di lingkungan Dircktorat
Jenderal, yaitu sebagai berikut ;

4. penyusunan rencana anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;

¢ 6 ooow

Unlversitas Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009



68

b, pelaksanaan wusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal;

G.

pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;

d. evaluasi pelaksansan anggaran di lingkungan Direktorat Jendersl.

Dalam menyelenggarakan fungsinya fersebut Bagian Kevangan terdiri

aias <

a

Subbagian Anggaran dan Pembiayasn yang menpunyai tugas melakvkan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di

lingkungan Direkiorat Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan perianggungjawaban keuangan

Direktorat Jenderal.

Subbagian Evaluasi Pelaksansan Anggaran mempunyai tugas melskukan

pembukuan dan venfikasi, penghitungan anggarsn, dan evaluasi serfa

penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Direktorat Jenderal Manaiemen Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu pada pasal
6, rincian tugas Subbagian Anggaran dan Pembiayean yailu :

a

melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan penyiapan penyusunan
program kerja Bagian;

melakukan penyiapan bahan penyuswnan rencana anggaran di linghungan
Direktorat Jenderal;

melakuksn penyispan bahan pelakssnaan urusan pembiayaan di ingkungan
Direktorat Jenderal;

melakukan penyiapan baban penyusunan safuan biaya kegiatan;

melakukan penyiapan bahan revisi anggaran & ﬁ.ag}mngan Direkiorat
Jenderal;

Melakukan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penelitian kesesuainn dan ketersedinan dang sesuai dengan
dokumen angparan di lingkungan Divektorat Jenderal;

melakukan penyimpanan dan percliharaan dokumen Subbagian;
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melakukan penyusunan laporan Subbagian,
Rincian tugas Subbagian Perbendaharaan menurut pusal 7 adalah

sebagar berikut

melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
melakukan penerimaan dan penyimpanan kevangan Direktorat Jendersl;
melakukan pembayaran belanje pegawai, belanja barang, belania modal, dan
pembayaran lainnya;
melakukan penelitian dan pengujian bukt dan/aiau dokumen penerimaan dan
pengetuaran kevangan Direktorat Jenderal;
melakukan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
melakokan penyusunan pertanggungiawaban peperimssn dan pengeluaran
kenangan Direkiorat Jenderal;
melakukan penyiapan bahan penyelesaian tuptutan perbendaharaan/gant rugi;
melakukan penyfapan usul bendahara dan calon pemegang uvang muka
kegiatan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
melakukan penyiapan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang
pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia;
melakukan venyvimpanan dan pemelibaraan dokumep Subbagian;
melakukan penyusonan laporan Subbagian.

Sedangken pads pasal 8, memuat rinclan tugas Subbagian Evaluasi

Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut ;

&

b.

mekakukan penyusunan program Ketja Subbagian
melakukan pengumpulan, pengolahan, dan  analisis  perkembangan
pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;

¢. melakukan pembukuan dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal;

melakukan ‘penyiapan bahan penyusunan penghifungan anggaren di
flingkungan Direktorat Jenderal;

melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran i lingkungan Direktorat Jenderal;
melakukan penyiapan baban penyusunan tindak lanjut hasit evaluasi
pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
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g. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan days serap anggawan di
linglaungan Direktorat Jenderal;

h. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksapaan anggaran di
lingkungan Direkiorat Jenderal;

i melakukan penyiapan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;

j. melekukan penyusunan laporan subbagian dan penyiapan penyusunan laporan
Bagian.

Menurut pasal 22 Bagian Umum terdiri dan ©
a. Subbagian Tata Usaha;

b, Subbagian Rumah Tangga;

¢. Subbagian Perlengkapan.

Tugas ke tiga subbag tersebut menurut Pasal 23 diterangkan :

(1) Subbagian Rumah Tangge mempunyat tugas melakukan urusan keprotokolan,
kerumahtanggaan, pemelibaraan dan pengaturan penggunasn sarana prasarang
di lingkunigan Direktorat Jenderal.

{2} Subbagian Perlengkapan mempunyai fugas melakukan urusan pengadaan,
pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan  barang perlengkapan
Dircktorat Jenderal. Dasar ukumnya yang lainnye.

Peraturan Menferi Pendidikan Masional Republik Indonesis Nomor 25
tahun 2006 fentang Rincian Tuvgas unit kera di lingkungan Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal 13 mengatur mengenai
rincian tugas Bagian Umum adalah sebagai berikut
a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, dan

perawatao sarana dan prasarana Direkiorat Jenderal;

b. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemelibarasn, dan
perawatan sarana dan prasarana Direktorat Jenderal;

¢. melaksanakan inventarisasi dan ustl penghapusan barang milik negara di
lingkungan Direktorat Jenderal;

d. melaksanzkan pengatoran penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan
Dircktorat Jenderal;

Untuk rincian togas Subbagian Rumah Tangga diatur pada pasal 15
sebagai berikut
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melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kanter, kendaraan dinas,
gedung kantor, rumah jabatan, dan wisma seria sarana dan prasarana lainnya
di lingkungan Direktorat Jenderal;

b. melakokan urosan pemeliharsan dan perawatan sarana dan prasarans di

hngkungan Direktorat Jenderal;
Untuk rinclan tugas Subbagian Perlengkapan diatur dalam pasal 16

sebagai berikut ;

a4

3.2

melakukan penyusunan rencana kebutuhan, peamgadasn dan penyimpanan
sarana dan prasarans di lingkungan Direldorat Jenderal;

melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian sarana dan
prasarana Ji lingkungan Direktorat Jenderal; :

melakuksn urusan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Direktorat
Jenderal;

melakukan penyiapan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan
Diirektorat Jenderal;

Organisasi Pengelola Sistem Akunfansi Departemen Pendidikan
Nasional
Menurat Peraturan Menter! Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008

teptang Sistem: Akuntansi dan Pelaperan di Lingkungan Depariemen Pendidiken
Nasional, maka organisast peagelols Sistem Akuntansi Depdiknas meliputi
A. Unit Akuntansi Keaapgan dan Barang Depariemen Pendidikan

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B} adalah unit
akuntansi pada tingkat Departemen.

2. Unit Akentansi Pembantu Pengguna Angparan/Barang Eselon |
(UAPPA/B-E]) adalah unit akuntapsi pada tingkat Eselon 1 yang
ditetapkan oleh Menteri sesuai struktur Eselon pada Departemen.

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B-W)
adalah unit akuntansi yang berada pada tingkat provinsi yang ditetapkan
oleh Menteri sebagai koordinator provinsi.

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang {(UAKPA/B) adalah
unit akuntansi yang berada pads tingkat Satker.
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Selanjuinya gambaran unit pengelola Sistem Akuntansi Depdiknas
schagaimana gambar 32 berikut

Gambar 3.2
Unit Akuntansi Depdiknas

UN%’I’ AKUNTA%S%

umr AKunmﬂsz PBA&Z
PENGGUN& éma@f I7RARA

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Set. Ditfen mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, oleh karena
itn pengelola pelaksanaan SAI menjadi tangpungjawabnya, yaitu dibawah Sub
bagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Keuangan dan Sub bagian
Perlengkapan pada Bagian Umum. Selanjutnya gambaran struktur organisasi
penanggung jawab SAlI Eselon-1 Ditjen Mandikdasmen Depdiknas sebagaimana
gambar 3.3 berikut :
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Gambar 3.3
Struktur Organisasi Penanggung Jawab SAI
Eselon-1
Ditjen Mandikdasmen
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
MANDIKDASMEN
Kabag Kabag Kabag Kabag
Perencanaan Keuangan Talalaksans & iz
: Kepegawaian
i
Rasubag Kasubag Kagubag #asubag Kasubag ¥ambag
Evaluasi Afgparan Perbendaharan Periengkapan Romah fata
Pelakszanaan & Eangga Usaha
Anggaran Pcmbiayaan

Dalam struktur pengelola SAl pada Difjen Mandikdasmen, yang
bertanggung jawab atas berjalannya Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah
Bagian Keuangan Set. Ditjen Mandikdasmen, dibawah tupoksi subbag Bvaluast
Pelaksanaan Anggaran, sedangkan untuk Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) menjadi tanggung jawab Bagian
Umum Set. Ditien Mandikdasmen, dibawah tupoksi subbag Perlengkapan,
Gambaran kerangka umum peagelola dan pelaksana SAT <i Ditjen Mandikdasmen
Depdiknas sebagaimana gambar 3.4 berikut :
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Gambar 3.4
Kerangka Umum SAJ
&
Pelaksanaannya di Direktorat Jenderal

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

A R RS BB A

Sistem Informasi

Sistern Aknntansi Keuvangao Manajemen & Akantansi
(SAK) BMN
(SIMAK BEMN)
{Bagian Keuangan Subbag. (Bagian Umum Subbag.
Evaluasi Pelaksanaan Perlengkapan & Subbag.

Rumah Tangga)

Anggaran )

Set. Ditjen Mandikdasmen, kepala kantornya adalah Sekzetaris Direktorat
Jenderal, sedang di daerah kepala kantornya adalah kepala dinas. Selaniutnya
gambaran hubungan Unit Akutansi Kenangan dengan Unit Akuntansi Barang
pada  Struktur Orpanisasi Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Satker

sebagaimana gambar 3.5 berikut :
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Hubungan Unit Akeniansi Kenangan dengan Unit Akuntansi Barang pada

Struktur Orgavisasi Kementerian Negara/Lembaga
TINGKAT SATUAN KERJA

Kepala Kantor

Kasubag Kenangan/Pejabat

Kasubag TU/Pejabat

Sistem Akuntanst Keuangan
{SAK}

Sistem Informasi Manajemen

& Akuntanst BMN
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Salah satu upaya untvk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan kevangan negara adalah menyampaikan laporan pertanpgungiawaban
keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip fepat waktu dan disusun dengan
mengikuti standar akumtansi pemerintahan yang felah diterima secara umum, Hal
tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahan 2003 tentang Kenangan
Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintzhan yang felah ditetapkan dengan peraturan pemernintah,

Laporan keuangan disusun untuk menyedizkan informasi yang relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan
peraca scluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu enotitas pelaporsn selama satu
periode pelaporan. Laporan keuvangan terutama untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiaysan dengan angparan yang teleh
ditetapkan, mentlai kondisi keuangan, mengeovaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terbadap peraturan
perendang-undangan.

Fenomena dana dekonsentrasi yang terjadi, vaitw ketika Pemerintab
Dacrah mengajukan anggaran dans dekonsentrasi pendidikan, maka dengan
antusias sparat daerah merasa scbagal bagian dacd Diknas. Ketika harus
melaporkan pertanggungjawaban, rasa anfusias fersebut cenderung berkurang
karena merasa scbagai aparat Gubernur, Ini menyebabkan mekanisime pelaporan
melatui UAPPA-W/UAPPB-W tidak berjalan, sehingga laporan tidak sampei ke
pejabat Eselon I Dikdasmen. Akibatnys Depdiknas sebagai penanggungjawsb
penyaluran  dana  dekonsentrasi  kesulitan  ketika  membuat  Iaporan
pertanggungjawaban,
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(leh karena ifu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas
pencatatan dilingkungan Direktorat Jenderal Mandikdasmen, baik untuk Kantor
Pusat maupun Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Daerah, Ditjen Mandikdasmen
perfu unfuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi agar dapat
memngkatkan kualitas laporan keuangan Eselon I, sehingpa dapat sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu.

4.1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Ditjen
Mandikdasmen

4.1.1. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Kecangan di Ditjen Mandikdasmen

4.1.1.1LDokumen Sumber

Dokumen Sumber adalsh dekwmen vang berhubungan dengan fransaksi
kevangan vang digunakan sehagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data
akuntansi. Dokumen swmber yeng digunekan di tingkat satuan kerja adalah:

1. Dokuomen estimasi pendapatan

a. Daftar Isian Peleksanaan Anggaran (DIPA) Halaman 1V,

b. Formulir 1.4, Uralan Angparan Pendapatan per Mata Anggamn
Pengrimaan (MAP)} dad  PRencana Kega dan  Anggaran
Kementerian/lembaga (RICA-KL) dan Revisi.

2. Dokumen penerimaan anggaran:

2. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBEP);
b. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

3. Dokumen anggaran:

a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau RKA-K/L Formulir 1.5 dan
Revisi;

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revist;

¢. Surat Kuwasa Pengguna Anggaran (SKPA);

d. DIPA Luncuran dan Revisi;
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4. Dokumen pengeluaran anggaran:

a. Surat Perintah Membayar (SPM):
b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
¢, Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3);

5. Dokumen Sumber Lainnya:

a.
b.

2

Berita Acara Opname Fisik Persediaan;
Berita Acara Opname Kas pada Bendahara Penerima;

Laporan Persediaan dan Laporan Hasil Mapping Persediaan;

d. Daftar PNBP yaug belum disetor ke Kas Negars;

Dlaftar Piutang PNBP, Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi {TGR),
dan Pintang Lainnys;

Laporan Konstrukst Dalam Pengerjaan {L-KDP);

Daftar Aset Tidak Berwujhud;

Daftar aset tetap yang tidak digunakan {dalam proses penghapusan),

4.1.1. 2. Aktivitas Unit Akuntansi

Aktivitag yang dilaksanakan pada unit akuntansi adalal sebagai berikut;

1.

Verifikasi Dokumen Sumber, yaitu kegiatan untuk memastikan hanya
dokumen sumber yang sah, lengkap, dan benar vang direkam dalem
Aplikast SAL

Perekaman Dokwmnen Sumber, yaitu kegiatan memindabkan data-data
dalam lembaran kertas menjadi data-data elektronik;

. Verifikasi Register Transaksi Harian (RTH) yaitn kegiatan untuk

memastikan data yang direkam telah sesuai denpan dokumen
sumbernya;

Proses Penerimaan Datz BMN yaitu kegiatan menggabungkan jumal
aset tetap ke dalam file tertentu yang siap untuk diposting menjadi
buku besar;
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5. Proses Posting yaitu mengubah data-data elektronik fransaksi menjadi
data-data elektronik akuntansi, proses pembentukan buku besar
sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan dengan mengacu pada

jurnal standar;

6. Pencetakan Laporan Keuangan yaitu kegiatan untuk menghasilkan
informasi keuangan untuk kepentingan pertanggungjawaban maupun

manajerial dalam rangka pengambilan keputusan;

7. Verifikasi Laporan Keuangan yaitu kegiatan untuk memastikan bahwa
laporan keuangan yang dihasilkan berasal dari perekaman dokumen
sumber yang sab, lengkap, dan benar;

8. Proses Pengiriman Data yaitu kegiatan membentuk file data eiektronik
untuk dikirim;

9. Distribusi Laporan Keuangan dan Data sebagai sarana
pertanggungjawaban dan agar data-data tersebut bisa dikompilasi

4.1.1.3.Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data

1. Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPA-W ke
UAPPA-E1

A. Kebijakan

1. Pelaporan adalah Proses penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tingkat
wilayah/provinsi yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran
yang ditunjuk sebagai Unpit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) yang terdiri atas Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK). Neraca dan LRA dihasitkan dari proses
Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-
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Wilayah {(SAPPA-W) vang meliputi proses penerimaan ADK
dari UAKPA, verifikasi buku besar, dan pencetakan laporan;

. Data akuntansi yang ada pada UAPPA-W merupakan
kompilasi ADK dardi UAKPA yang ada pada wilayah/provinsi
yang bersangkutan. Kompilasi ADK dari UAKPA diproses
melalui mekanisme penerimaan data akuntansi pada Aplikasi
Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah
(SAPPA-W).

. Pengiriman merupakan proses penyampaian laporan
pertanggung-jawaban pelaksanaan angparan berupa Neraca,
LRA, CalLK, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 dalam

bagian anggaran yang sama.

. Pengiriman ke UAPPA-EI dilakukan setelah dipastikan bahwa
seluruh UAKPA pada wilayah/provinsi yang sama telah
diterima dan digabungkan dalam Aplikasi SAPPA-W.

. Khusus untuk akhir towulan, pengiriman dilakukan setelah
dilakukan proses rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB);

. Khusus untuk akhir tahun selain Neraca, LRA, dan CalK

dibuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab/Statemen of
Responsibility (SOR).

. Jenis dan periode pelaporan pada tingkat UAPPA-W yang
dikirim ke tingkat UAPPA- El1 atau Kanwil DIPB adalah
sebagai berikut:
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Jenis : Periode Pelaporan - - _
Ne Laporag/ poos — N .
' ADE | Bulduan | Triwelanan | Semesteran | Tahunso .
I. |LRA ™) X X X X
2. | Neraca X - X X
1 | CalK . - % X
4, | SOR - - - X
5 1ADK X - - .
6. | BAR - X X X

§. Jadwal pengiriman laporan dan ADK ke tingkat UJAPPA-E]

adalah sebagai berikut:
i Bulanan Tanggal 2C bulan berikalnys
Z @ Towalan i Tanggal 20 April setelah akhir ivaiian ]
3. | Semester Tanggal 15 Jull sctelah semester [ berakhir
2. | {viwolan kil Tanggal 20 Gidoler seiclah akhir triwulan I
4. Tabusian Tanggal 29 Januari seielate akhic tahus berialan

B. Prosedar

NQ,

PROSEDUR

QLEH

dari UAKPA dan bandingkan dengan daftar

untuk memastikan bahwa selureh data UAKPA
telsh diterima dan digabungkan dalam Aplikasi
SAPPA-W.

Meneliti registrast pengiriman dan penerimaan data

UAKPA yang ada pada wilayah yang bersangkutan

Petugas
Adusinistrasi

Jika terdapat UAKPA yang belum mengirignkan
data atai dadn yang dikirimkan belum benar,
menyampaikan pemberitahuan kepada TAKPA
yang bersangkatan untuk mengirimiam data
akuntansi stau merperbatkai data akantansi dan
melakukan pengiriman ulang.

Petugas
Administrasi

Melskulean Backup data SAT

Operator Kamputer

a. Meraca bulanen;

b. 1.RA Belanjn;

¢. LRA Pengembalian Belanja;

d. LRA Pendapatan Negara den Hilah;

e. 1.RA Pengembalian Pendapatan Negars dan

Hibah

Mencetak formulir beriiout ini dari Aptikasi SAT:

Operator Komputer
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5. | Khusus untuk akhir periode triwulanan, apabila Petugas Verifikasi
belum dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB,
mellakukan prosedur Rekonsiliasi dengan Kanwil
DJIPB.

Kalau sudah dilakukan rekonsiliasi, melakukan
langkah berikutnya.

6. | Jika periode yang bersangkutan merupakan akhir Penanggung Jawab
semester, membuat Catatan atas Laporan Kevangan | UAPPA-W
(CaLK).

7. | Jika periode yang bersangkutan merupakan akhir Penanggung Jawab
tahun, membuat Surat Pemmyataan Tanggung UAPPA-W
Jawab/Statement of Responsibility (SOR).

8. | Melakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SAPPA- | Operator Komputer
W dan cetak register pengiriman data SAL

9, | Menandatangani register pengiriman data SAI Penanggung Jawab

UAPPA-W
10. | Melakukan pengiriman formulir pada nomor 2, Petugas
ADK, CaLK, dan SOR ke UAPPA-EI. Administrasi
11. | Menyimpan dan catat dalam register pengiriman Petugas
data SAI ke UAPPA-EL. Administrasi

2. Prosedur Penerimaan UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat pada
UAPPA-E]

A. Kebijakan

1.

Penerimaan Data UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat pada
UAPPA-E1 adatah proses penggabungan atau kompilasi data
akuntansi dari Unit Akuntansi Pembantu Penpguna Anggaran-
Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) Kantor Pusat pada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-E1) yang
berada dalam satu Unit Organisasi Eselon I. '

Input data akuntansi pada UAPPA-E1 adalah laporan keuangan
dan ADK yang diterima dari UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat
yang ada pada Unit Organsiasi Eselon I yang bersangkutan.

Penggabungan data diproses melalui mekanisme penerimaan
ADK pada Aplikasi Sistem Akuntanst Pembantu Pengguna
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Anggaran-Eselon 1 {(SAPPA-E1) yang dilakukan setiap bulan
sesuai dengan jadual pengiriman dari UAPPA-W ke UAPPA-
ElL

4. Proses penerimaan data meliputi verifikasi ADK dengan LRA,
Neraca, dan register pengiriman dari UAKPA, penggabungan
daia pada Aplikasi SAPPA-W, pencetakan buku besar dan
LRA UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat yaig bersangkutan,
serta proses back-up data.

5. Verifikasi ADXK dillakukan untak menjamin bahwa data delam
ADK memiliki isi yang sama dengan dats pada cetakan laporan
yang diterima dari UAPPA-W/UAKPA Kantor Puasat.

8. Frosedor
NO. PROSEDUR OLEM
1, | Menerima dokumen surber berupa Laporan Petugas

Keuangan, ADK, dan Register Pengiriman dari Administrasi
UAPPA-W/UAKPA Kanter Pusat.

2. | Mencatat penerimaan dokemen sumber tersebat | Petugas

ke dalam buku agenda/ckspedisi dan Administragi
menyanpaikannya kepada Petugas Verifikasi,

3. | Melakkaa verifikasi dokumen sumber: Petugas Verifikas
a. Meneliti

keabsahan dokumen sumber, antars fain
bahwa Laporan Keunangan dan Register
Pengiriman telab ditandatengani oleh
peoanggung lawab UAPPA-W/UAKPA
Kantor Pusst;

b. Menelid
bahwa ADK yang diterima memiliki kode
UAPPA-WUAKPA Kanior Pusat den
periode peagiriman yeng sesuai dengan
dekumen sumber augka 3.4, distas,

Apabila terdapat dokunen swnber vang tidak
sah, mengembalikan dokumen fersebut UAPPA-
WUAKPA Keantor Pusat yang bersesghutan.

4. | Melakukan Peserimasn Data pada Aplikasi Operator Komputer
SAPPA-E] disertal denpsn pencelaken Register
Penerimann Yata dan menyampaikannys
kepada Petugas Verifikasi,

3. | Melakukan verifikasi (mencocokan ulang) Petugas Verifikasi
Register Penerimasn Data dengan Register
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Pengiviman Duta dari UAPPA-W/UAKPA
Kantor Fusat unfuk memastikan fumiah data
(record} yang diterima sama deagan jumiah data
yang dikiriu.

Jiks terdapat perbedaan jumiah data {record),
merpberikiahukan kepada UAPPA-WIUAKPA
Kantor Pusat yaup bersangkuian untuk difakuken
pengiriman vlang ADK.

Selanjutnys mengulangi langkah pada nomor |,

Petugay Verifikast

7.

Jika jumiah daty {record) sama, mepostzk LRA
dan Bl Besar perkiraan neraca unfuk UAPPA-
WIAKPA Kanlor Pusat yang bersangkutan.

Operator Kompater

Melakukan verifikasi {mencocoken ulang) LRA
dan Buku Besar dengan cefakan ERA dan Neraca
UARPA vang diterima uniek memastikan bahws
dngka laporas kepanzan sama.

Petugas Verifikasi

Jika terdapat perbedazn angka laporan keuargan,
memberikiabukan kepada UAPPA-W/UAKPA
Kantor Pusat yang bersangkutan untuk dilakukan
penginmen vlang ADK,

Selanjutnya wlangi langkah pada nomor 1.

Petupas Verifikasi

10,

Jika angka laporan keuangan sama, melakukan
back-up duta SAI pada Aplikasi SAPPA-EI.

Operator Kamputer

|25

Menpatsipkas dekumen sumber, repister
penerimaan, LRA dan buke besar vang tclab
diverifkasi dan diangaap benar.

Patugas
Administrasi

2. Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPA- ET ke UAPA

A. Kebijakan

1.

Pelaporan adalgh proses penvusuan

laporan

pettanggungfawaban  pelaksanaan angparan  tingket Unit
Organisasi Eselon T vang disusun olebh Kuasa Pengpuna
Anggaran yang ditunjuk sebagai Unit Akuntansi Pembanto
Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EL} yang terdiri atas
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatzm atas
Laporan Keuangan (Cal K} Neraca dan LEA dibasilkan dari
DrOses &ﬁlikasi Sisten  Akuntansi Pembantu Pengpuna
Angparan-selon 1 (SAPPA-E1) vang meliputi  proses
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penerimaan ADK darn UAPPA-W atau UAKPA Kantor Pusat,
verifikasi buku besar, dan pencetakan laporan;

. Data akuntansi yang ada pada UAPPA-El merupakan
kompilasi ADK dari UAPPA-W atau UAKPA Kantor Pusat
yang ada pada satu Unit Organisasi Eselon 1. Kompilasi ADK
dari UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat diproses melalui
mekanisme penerimaan data akuntansi pada Aplikasi Sistem
Akuntansi Pembante Pengguna Anggaran-Eselon [ (SAPPA-
EI).

. Pengiriman merupakan proses penyampaian laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berupa Neraca,
LRA, CalLK. dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit
Akuntansi Pengguna Anggaran dalam bagian anggaran yang

sama.

. Pengiriman ke UAPA dilakukan setelah dipastikan bahwa
seluruh UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat pada Unit
Organsiasi Eselon [ yang sama telah diterima dan digabungkan
dalam Aplikasi SAPPA-EI.

. Khusus untuk akhir tahun selain Neraca, LRA, dan CalK
dibuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Statemen of
Responsibility (SOR).

. Jenis dan periode pelaporan pada tingkat UAPPA-E1 yang
dikirim ke tingkat UAPA adalah sebagai berikut:

o Lﬂpom e Tt
1. [LRA*®) X X X X
2. | Neraca X - X X
3. | CailK - - X X
4. | SOR - - - X
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7. Jadual waktu pengiriman laporan dan ADK ke tingkat UAPPA-
£1 adalah sebagai berilut:

No

" ‘Periode
" “Laporan

7 deduat Wektn -

Bulgnan

Tanggal 25 bulan berikumya

Triwulan i

‘Fanggal 27 Aprii setciah akhir frivailan |

Semester I

Tangeal 20 Jull setelah semester | berakhir

Trivalan Hi

Tanggal 29 Oktober setelah akhir trivulan 111

Fabunan

Tanggal 08 Februari setelah akhir tahum berjalan

B. Prosedar

NG,

PROSEDUR

OLER

Meneht regigtrasi pengiviman dan penerimann
chits dari UAPPA-WUIAKPA Kantor Pusat dan
bandingkan dengan daftar UAPPA-W/UAKPA
Kantor Pusat yang ada pada Unif Grpanisasi
Byalon | yang bersanghkutan untuk mereastikan
bahwa seluruly datz daftar UAPPA-WAUAKPA
Kantor Pusat telah diterdima dan digabungkan
dalam Aplikasi SAPPA-EL

Pefugas Adminisirasi

Jika terdapat UAPPA-W/UAKPA Kantor Pusat
yang belum mengitimkan data atau data yang
dikirimkan belum benar, menyampaikan
pemberitahuan kepada UAPPA-W/AUAKPA
Kantor Pusat yang bersangkutan untuk
mengirimkan data akuntansi atan memperbaikai
datz akuntansi dan melakokan pengiriman
ulang. '

Petuges Adminisirasi

Melalakan Backup data SAI

Operator Komputer

Mencetak formulir berikast ini dari Aplikasi
SAL

2. Neraca bulanan;

b. LKA Belanja;

¢. LRA Pengembalian Belanja;

d. LRA Pendapatan Negara den Hibaly

& LRA Pengembalian Pendapatan Nepgara dan
Hibah,

Operator Komputer

Jika periode yang bersanglartan merupakan
skhir semester, membuat Catatan alas Laporan

Keuangan {CalK).

Penanggung Jaweb

UAPPA-E]

JBika periode yang bersengkutan merupakan
aichiy tabun, membuat Surat Pemnyatasn
Tanggung Jawab/Statement of Responsibility

Pepangauniz Jawab

UAPPA-E)
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{SOR}.

7. | Meiaiakan pengiriman ADK dari Aplikasi Qperator Komputer
SAPPA-EI dan cetak register pengiriman data
SAL

§. | Menandatangani register pengiriman data SAI | Penanggung Jawsb

UAPPA-E}

9. 1 Melakukan pengiriman formulir pada nomor 2, | Petugas Administrasi
ADK, CalK, dan SOR ke UAPA.

8. | Menyimpan dan catat dalam register Petugas Administrasi
pengiriman data SAT ke UAPA.

2. Prosedur Tutup Tahun pada UAPPA-E1

A. Kebijakan

1. Tutup tahun dfiskukan dilakukao untuk menutup proses

pengolahan data selama tahun anggarsn yang bersangkutan
untuk  dikorapilasi menjadi salde awal fahus anggaran
selanjuinya;

. Proses tutup tahun anggaran yang bersangkutan baru dapat
dijalankan setelah tahun anpgaran berakhir;

. Tutup tahun anggaran yang bersangkutan dilakukan setelah
dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut ini telah
dilaksanakan pada UAPPA-E]:

a. Pencetakan buku besar selama tahun berjalan;

b. Pencetakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
gemca;

¢. Pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) ke Unit
Akuntansi Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPA);

d. Backup data SAI pada UAPPA-E]L,

4, Apabila seiclah dilakukan ftutup tahun  anggaran  yang

bersangkutan, terdapat korekst pembukuan, misalnya koreksi
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hasil pemeriksaan aparat pemeriksa eksternal, maka dilakukan
pembatalan proses tutup tahun melalui Aplikasi SAPPA-E]
agar dapat dilakukan kembali proses penerimaan data SAY dari
UAKPA/UAPPA-W. Koreksi data dilakukan olch UAKPA
yang mengalemi koreksi atau perbaikan dats;

. Jomal penutup dipergunakan untuk mennfup  perkirsan-
perkiraan pendapatan dengan estimasi pendapatan, dan belanja
dengan  alotmen. Selistih  pendapatan  dengan  estimasi
pendapatan dibukukan pada perkirean Hutang kepada KUN,
sedangkan sclisih belanja dengan alotmen dibukukan pada
perkiraan Piutang dagi KPPN;

a. Jumnal Penutup Estimast Peadapatan yang Dialokasikan

’“Kgsde.f
AR,
dxsxne

Pendupaian Negara Bokan Pajak +
uraion MAP 00

212811 | Huwang Xepada KUN XXX
ALK Estimasi Pendapatan Negara b+ 4
Bukan Pajak vang Dialokasikan
KAKX

b. Jurnal Penutup Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan

ehet. | Kedit

Alictment Helanja Pegawal xoxoo

Allotment Belanjz Bamng ox

Allotment Belaniz Modal soooc AKX

Allotment Pembayaran Bunga Utang WK,

Aligbment Subsidi X%

Allotment Hibah XX
STrxox 1 Allotment Bantuan Sosial KK
S&xxxx 1 Allctment Belania Lain-lain X%X
Sixenx Belania Pegawal 200 XXX
$2o0cxx Helanja Bareng 1000 AXX
S3xwux Belania Modal soox XXX
Sdooos FPembayaran Bunpa Utang xXE
S Subsidi KX,
36xoxx Hibah XXE
Shoox Bantuan Sosial XXX,
A8xex Belania Lain-latn XEX
113912 Flutang dari KPPN XXX
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8. Prascdur
NO. PROSEMIR GLEH

1. § Memastikan bahwa tehun anggaran yang Petuges Vorifikast
bersanghutan telal berakhir,

2.1 Jika buku besar tahun berjalen berium dicetak, Operator
melakukan pencetakan bulu besar pada Aplikasi | Kompwer
SAPPA-E melalui meny Laporan|Buku Besar,

3. | Jika LRA. dan Neraca tahiun berjafan berlum Operator
dicetak, melakukan pencetakan LRA dan Neraca Komyputer
pada Aplikasi SAPPA-E] melalui meny
LaporaniNeraca dan Laporan/LRA.

4, | Jiks belum dilakukan pengiriman ADK ke UAPA, | Operator
melakukan pengiriman ADK ke UAPA pada Komputer
Aplikasi A1 melalyi menu Proses|Pengiriman
Daia ke UAPA,

3. | Melakuian Sackup duta pada Aplikasi SAPPA-EL | Operator
spelahal menu UtHity|Backep, Komputer

£, | Melakukan proses suup tahun pada Aplikasi Cperator
SAPPA-E] melalul menn ProsesiTutep Tabun, | Komputer

7. | dika terdapat korekss pembulkaian seicizh fanpkah:

6, melakukan langkah berku! ial:
a. Memproses pembatalan proses tutup fabun Qpergior
pada Aplikasi SAPPA-E] melalul mens Komputer

Proses|Batal Totup Tahun;

b. Menyampaikan pemberitahuan kepada
UAKPA/UAPPAW yang bersangkutan untuk
dilakukan koreksi data pads Aplikasi SAKPA,
unfuk selanjutnya dilakukan kembeli proses
pengitiman data dari UAKPA/UAPPA-W;

¢ Melakukan penerimasn data dac
UAKPA/UAPPA-W pada Aplikasi SAPPA-
El;

d.  Mengulangi Yangkah 2,

4. Prosedur Penerimasan Datz UAPPA- El pada UAPA

A. Kebifakan

1.

Penerimasn Data UAPPA-E1 pada UAPA adslah proses

penggabungan  atau  kompilasi data akumtansi dari Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Fgelon | (UAPPA-

El) pada Unit Akuntanst Pengguna Anggaran {UAPA)Y yang
berada dalam satu kementerian/lembaga.
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2. Input data akuntansi pada UAPA adaleh laporan keuangan dan
ADK yang diterima dari UAPPA-LEl yang ada pada
kementerian/lembaga yang bersangiutan.

3. Penggabungan data diproses melalui mekanisine penerimaan
ADK pada Aplikasi Sistern Akuntapsi Pengguna Anggaran
{SAPA) yanp dilekukan setiap bulan sesuai dengan jadual
pengiriman dari UAPPA-EL ke UAPA.

4. Proses penerimaan data meliputi verifikasi ADK dengan LRA,
Negaca, dan register  penginman  dari UJAPPACEL
penggabungan datz pada Aplikasi 8APA, pencetalan buku
besar dan LRA UAPPA-E1 yang bersangkutan, serta proses
back-up data.

5. Verifikasi ADK dillakukar untuk menjamin bahwa data dalam
ADX memiliki isi yang sama dengan data pada cetakan laporan

yang diterima dari UAPPA-EL
B. Prosedur
NGO, PROSEDUR GLEE

1, | Menerima dokumen sumber berupa Laporan Persgas Administrasi
Keuangan, ADR, dan Register Pengiriman dari
UABPALEL,

2. | Mencatat penerimaan dolaimen sumber tersebut | Pelugas Administrasi
ke dalam buku agenda/ekspedisi dan
menyampalkannya kepada Petogas Verifikasi.

3. | Melakukan verifikasi dokansea sumber: Petupas Verifikasi

&, Menelifi keabsaban dokumen
samber, antara isin bahwa Laporao
Keugngan dan Register Pengiriman teleh
ditandatangani oich peoanggung jawab
APPA-EL;

b. Meneiiti belwa ADK vang diterims
memiliki kode UAPPA-ET dun periode
pengiriman vang sesuai dengan dokumen
sumber angka 3.2, diatas.

Apabils terdapat dokuinen sumber yang, tidak
i sah, mengembalikan dokumen tersebut [TAPPA-
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El yang bersangkutan.

4. | Melakukan Pencrimaan Data pada Aplikasi Operator Komputer
SAPA diserlai dengan pencetakan Register
Penerimaan Data dan menyampaikannya
kepada Petugas Verifikasi.

5. | Melakukan verifikasi (mencocokan ulang) Petugas Verifikasi
Register Penerimaan Data dengan Register
Pengiriman Data dari UAPPA-EI1 untuk
memastikan jumlah data (record) yang diterima
sama dengan jumlah data yang dikirim,

6. { Jika terdapat perbedaan jumlah data (record}, Petugas Verifikasi
memberikiahukan kepada UAPPA-E] yang
bersangkutan untuk dilakukan pengiriman ulang
ADK.

Selanjutnya mengulang langkah pada nomor 1.

7. | Jika jumlah data (record) sama, mencetak LRA | Operator Komputer
dan Buku Besar perkiraan neraca untuk
UAPPA-EI1 yang bersangkutan.

8. | Melakukan verifikasi (mencocokkan ulang) Petugas Verifikasi
LRA dan Buku Besar dengan cetakan LR A dan
Neraca UAPPA-E! yang diterima untuk
memastikan bahwa augka laporan keuangan
sama.

9. | Jika terdapat perbedaan angka laporan Petugas Verifikasi
keuangan, memberiktahukan kepada UAPPA-
El yang bersangkutan untuk dilakukan
pengiriman ulang ADK,

Selanjutnya mengulang langkah pada nomor 1.

10. { Jika anpka laporan keuangan sama, melakukan | Operator Komputer
back-up data SAI pada Aplikasi SAPA.

11. | Mengarsipkan dokumen sumber, register Petugas Administrasi
penerimaan, LLRA dan buku besar yang telah
diverifkasi dan dianggap benar,

4.1.2. Kondisi Faktual Sistem Akuatansi Keuangan di Ditjen

Mandikdasmen

Saat ini pelaksanaan SAK lewat SAI di Ditjen Mandikdasmen sudah
berjalan dengan efektif, bahkan untuk memperbaiki kinegja laporan keuangan,
Ditjen Mandikdasmen dengan jumiah satker yang banyak dan tersebar diberbagai
propinsi di Indonesia melakukan perbaikan terus menerus terhadap mekanisme
penyampaikan informasi dan laporan dengan memanfaatkan teknologi informasi
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yang disinergikan dengan Jardiknas sehingga dapat mempercepat sosialisasi dan
pelaporan kenanpan di Eselon I dengan penggunaan :

i
2.
3.

SMS Broadcast

Optimalisasi WEBSITE SAI MANDIKDASMEN

Optirnalisasi Jsringan On lime Komputer dengan VPN (Virtual Private
Network)

Telah berjalannya SAK. dengan efektif dapat dilihat dengan :

1.

Bahwa sistem telah berjalan sesvai dengan Permenkeu No., S9/PMK.06/2006

yang ditunjukkan dengan adanya :

a. Pemyusunan taporan SAK telah berjenjang

b. Telah dilakukan penggabungan antara SAK dan SIMAK-BMN setelah
dilakukan rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK-BMN denpan
pendampingan Itien dan BPKL

¢. Telah dibuataya Calk schagai penjelasan atas nilal suatu pos yaug tersaji
di dalam LRA dan Neraca,

Selanjutnya berdasarkan kajian akademis telah pula sejalan, vaitu antara lain

telah dipenuhinya beberape persyaratan karakieristik sistem informasi yaitu

telah adanya beberapa komponen, antara lain

(1) Komponen input data berupa dokumen sumber yang berasal dari transaksi
keuangan,

(2) Komponen outpuf berupa laporan kenangan yang terdirl dard LR A, Neraca
dan Cal K.

{3) Pemrosesan data berupa pencatatan hadian (Jumal), pengklesifikesian
(posting} dan pengikhtisaran saldo {(neraca lajur).

4.1.2. Kendala Pelaksanaan Sistem Akuntansi Kevangan di  Ditjen

Mandikdasmen

Dari pengamatan langsung dan wawancara dengan petugas SAT kendata-

kendala yvang ada adalah sebagai berikut ;
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a. Kesulitan dalam memenuhi jadwal yang telah ditentukan untuk pelaporan

keuangan tingkat Esclon I karena untuk melakukan proses penggabungan
laporan keuangan dari UAPPA-W ataupun langsung dari UAKPA. sering
mengalami  keterlambatan dikarenakan terlambatnya pengiriman laporan
kevangan dari UAPPA-W atau UAKPA. Keterlambatan ini dikarenakan
kurangnya sumber daya manusia dalem penggunaan aplikasi serta yang lebih
dapal memahami peopanalisisan terhadap output pekerjaan yang telah
dihasilkan,

2. Data pendukung vang tidak lengkap
3. Ketidakharmonisan dalam organisasi

Adanya rovisi stau perbaikan baik dalam jumlah nomimal maupun jenis
aktivitas {perbedaan antara SPM dan SP2D;

Keterlambaian penyampaian data SPM dan SP2D kepada Bendahara atau tim
SAL

4,1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Ditjen Mandikdasmen

4.1.4.1.Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen terhadap

satker-satker baik di pusat maupun di daerah antara lain :

L.

Pembingan/sosialisasi/bimbingan  teknis  secara  terus-menerus  dan
berkesinambungan kepada pengelola SAlL melalui worksop, pelatihan serta
secara online melalul forum web, smail dan lain-lain,

Monitoriog dan evaluasi secera periodik dalam peayelenggaraan akuntansi,
penyvusunan dan pengiriman laporan keuangan serla pelaksanaan rekonstliast
dengan KPPN.

Jumlah satker vang banyek dan tersebar diberbagai propinsi di Indonesia maka
dilakukan perbaikan terus-menerus mekanisme penvampaian informasi dan
laporan dengan memanfantkan tekmologi informasi vang disinergikan dengan
Jardiknas sehingga dapat mempercepat sosialisasi dan pelaporan kevangan di
eselon i :
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SMS Broadcast

2. Optimalisasi WEBSITE SAT MANDIKDASMEN
3. Optimalisasi Jaringan On line Komputer dengan VPN (Virtual Private

Network)

4.14.2, Upaya yang Perlu Dilakukan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan eoleh Dijen Mandikdasmen untuk

meningkatkan kualitas Sistem Akuntansi Keuangan antara lain :

1.

Sosialisasi mengenai kewajiban dari setiap unit akuntansi dibawah lingkup
Ditjen Mandikdasmen akan hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam
mengelola keuangan dan mempertangpung jawabkannya, meliputi:

Undang-undang yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Keputusan Menteri Nomor 42 Tabhun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Diknas No. 31 tahun 2006 Tentang Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan di Lingkungan Depdiknas.

Perbaikan organisasi pelaksana Sistem Akuntansi Instansi, terutama dari sisi

pengendalian data :

Meningkatkan akurasi data.

Memperbaiki sistem pengolahan data transaksi mulai dari penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) hingga diterbitkannya Surat Perintah
Pembayaran (SP2D).

Memperbaiki sistem penyimpanan dan distribusi data, mulai dari
Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK), Subdinas, tim bagian kenangan
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Dinas Pendidikan (Tim Sistem Akuntansi Instansi, Bendahara dan Tim
Verifikasi).

3. Optimalisasi tim verifikasi ;

Memastikan bahwa mata angparan yang terdapat dalam SPM yang
diajukan sesuai dengan ketentuan dad Menteri Keuangan sehingga
memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

Memastikan bahwa SPP yang diajukan untuk kemudian diterbitkan SPM
sesuai dengan Rencana Kefja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).
Memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan anggaran
sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat pengajuan SP2D di KPPN.

4. Optimalisasi penggunaan Agenda untuk memastikan dan mengawasi setiap
aktivitas.

Setiap SPP yang diterbitkan tercatat beserta kelengkapan dokumen
pendukungnya

SPM yang diterbitkan tercatat dengan lengkap dan dihubungkan dengan
SPP yang diajukan sebelumnya

SP2D yang telah diterima dari KPPN dicatat dan dikaitkan dengan SPP
dan SPM sebelumnya, termasuk apabila terdapat revisi atau tidak. Hal ini
bertujuan agar setiap transaksi terkendali dari awal hingga selesai sehingga
permasalahan yang mungkin timbul dapat cepat terdeteksi.

5. Pengembangan sistem penyimpanan data secara terpadu dengan pendekatan
DATABASE yang terorganisir dan terkoneksi dengan baik antara PUMK,
Subdinas, dan Bagian Keuangan Dinas Pendidikan (Tim Sistem Akuntansi
Instansi, Bendahara serta tim verifikasi).

Penggunaan pendekatan database mencegah terjadinya duplikasi data,

kehilangan data serta memudahkan dalam pengendalian aktivitas yang
dilakukan.
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4.2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara di Ditjen Mandikdasmen

4.2.1. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara di Ditjen Mandikdasmen

Pelaksanaan Sistem Informasi dan Akuntansi BMN di Ditjen
Mandikdasmen berdasarkan :
1. kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemertksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi

Pemerintah;

0. Keputusan Menteri Keuangan nomor 18/KMK.018/1999 tentang Klasifikasi
dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan
Perkiraan Standar;
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntanst dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dap

Belanja Negara;

13, Peraturan Direktur Jenderal Perbendabaraan Nomor PER-24/PB/2006 tentang
Pelaksanaan Penyusunan Laporsn Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Direkiur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentang
Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjsan;

15. Feraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang
Pedoman Akuntansi Persediaan;

4.2.1.1.Dokuemen Sumber

Untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan maka input yang
digunakan adalah dokumen sumber. Dokumen Sumber adalah dokumen vang
berhubungan dengan transaksi BMN yang digunakan sebagal sumber atau bukti
untuk menghasilkan data BMN. Dolamnen sumber yang digunakan di tingkat
satuan kexja adalah: ;
1. Dokumen saldo awal

a. Laporan BMN sebelumnya;

b, Buku Inventaris;

¢. Buki Kepemilikan BMN,

d Laporan Hasil Inventarisasi BMN,

2. Dokumen perolehan/perubahan/penghapusan:

8. Berita Acara Serah Terims (BAST) BMN;
b. Bukti Kepemilikan BMN;

¢, SPM/SP2D;
d. Faktur Pembelian;
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e. Kuitansi;
f.  Surat Keputusan Penghapusan;
g. Dokumen Lainnya yang sah.

4.2.1.2. Aktivitas Unit Akuntxnsi

Aktivitas yang dilaksanakan pada unit akuntansi barang adalah sebagai

berikut:

i

Verifikasi Dokumen Sumber, yaitu kegiatan uniuk memastikan hanya
dokumen sumber vang sab, lengkap, dan benar yvang direkam dalam Aplikasi
SAL

. Perekaman Dokumen Sumber, vaite kepiatan untuk memindabkan data-data

dalars lesnbaran kerfas menjadi data-data elekironik;

Verifikasi Register Transaksi Harian (RTH), yaitu kegiatan untuk memastikan
data vang dirckam telah sesuai dengan dokumen sumbernya;

Proses Pepgiriman Data BMN, yaitu kegiatan pengiriman data BMN ke Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) unfuk menggabuagkan data
aset tetap ke dalam Sistem Akuatansi Kesangan;

Proges Backup Data, yaitu penyimpanan data SIMAK-BMN dalam hentuk
soficopy;

Pencetakan Bukuw/Daftar/Laporan, yaitu kegiatan untuk menghasilkan
informasi BMN untuk kepentingan pertanggungjawaban maupun manajerial
dalam rangke pengambilan keputusan;

Proses Pengiriman Data, yaifu kegiatan uniok membentuk file data elekironik
antuk dikinim;

Dhstribugt Laporan BMN dan Data sebagai sarana pertanggungiawaban dan
agar data-data tersebut bisa dikompilasi;
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4.2.1.3.Prosedur Pelzporan dan Pengiriman Data

1. Sistem dan Prosedar Pelaporan dan Pengiriman Data UAKPB ke
HAPPB-W/EL

A. Eebijakan

i. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan
pertanggungjawaban penggunaan barang oleh Kuasa Pengguna
Barang yang ferdiri dari Laporan BMN, Laporan Kondisi
Barang {1LXB), dan Catatan Ringkas BMN. Laporan BMN dan
LKB dihasilkan dari proses Aplikasi Sistem Akuntansi Koasa
Pengguna Barang (SAKPB) yang meliputi verifikasi dokumen
sumber, perekaman, verifikasi RTH, dan pencetakan laporan;

2. LKB dibuat pada akhir tahun setelah dilakukan penpecekan
wlang kondisi barang oleh Penanggmung Jawab Ruangan untuk
BMN vang ada pada DIR, bendahara barang/penguras barang
untuk BMN yang ada pada KIB dan DIL. Hasil pengecekan
ulang dilvangkan dalam laporan inveniavisasi perubaban
kondisi dan direkam melalui Tramsaksi Perubahan
BMN/Perubaban Kondisi (203) pada Aplikasi SAKPH;

3. Pengiriman merupakan proses  penyampaian  laporan
perfanggungjawaban  penggunaan  barang berupa  Laporan
BMN, [KB, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada unit
akuntansi barang yang lebih tinggi dalam bagian anggaran yang
sama. Pengiriman dilakukan setelah dilakukan proses
rekonsiliasi internal dengan UAKPA;

4. Jenis dao periode pelaporan pada tingkat UAKPR yang dikirim
ke tingkat UAPPB-W/E] adalah sebagai berikut:
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Peripde Pelaporan

No Uraisno ; e
) | Semesteran . Talwnon

i Laporan Barang X X

2 Calatan Ringkas BMN X X

3. LKB - X

4 ADK X -

5. Jadual waktu pengiriman laporan dan ADK ke tingkat UAPPR-
W/E! adalah sebaga: berikut:

N | e i bt Wi

i. | Semester 1 Tanggal 3 Juli

2. | Semester 1T Tanggal 16 Jarwar setelah akhir tabun berjatan
Tabunan Tanggal 13 Januari setelah akhir tahun begalan

6. Tujuan pengiriman laporan dan ADK. UAKPA diatur schagai
berikut:

Jehis Satuan

i Kantor Pusat

LAPPA-E]

Kantor Daerah

UAPPA-W

UAPPA-E]

2
X T¥ana Dekonsentrasi
4 Tugas Porbentuan

UAPPA-E]

B. Prosedur

NO'

PROSEDUR

OLEH

i

Melakukan backup datz SABMN

Operstor Komnuter

Mencetak formulic berikut ind dart Apitkesi

SAKPR:

&, Laporas BMN intrskompishel;

&. Laporan BMN Eksirakemptabei;

c. Laporan BMN Intrakomptabel dan
Eksteakomptsbel;

4. Laporan BMN Berselarah;

e. Laporan Kondisl Barang {khusus uatuk
akhir tabun).

Operator Kemputer

Jika periode akhir tabun:
a Melakakan pengecekan ulang kondisi

Penangmung Jawab
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barang; Ruangar/ Bendahara
Barang/Peogurus Brg

b, Melaiatkan prosedur Transaksi Perubahan | Operator Komputer
BMN/ Perubshan Kandisi (203);
¢. Mencetak Laporan Kondisi Barang (LKB); | Operator Komputer

d. Mencetak Laporan BMN Tahunan. Operator Komputer
4, | Membuat Catatan Ringkas BMN. Penengpung Jawab
{JAKPR
5. | Melekukan pengiriman ADK dari Aplikasi Operator Komputey
SAKPE don cetak regisier poagiriman data
SABMN,
6. | Munandatangani register pengiriman data Penanggung Jawab
SABMN UAKPA

7. | Melakukan pengiriman formulir padz nomaor 2 ¢ Petugas Administrasi
dan nomor 3, ADK, Catatan Ringkas BMN ke
UAPPB-W/EL

8. | Menvimpan dan catat dalamn register Petugas Administragi
pengiriman data SABMN ke UAPPB-W/EIL.

2. Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPB-W ke UAFPB-
El

A. Kebijakan

1. Pelaporan  adalah  proses  penyusunan  laporan
pertanggungiawaban penggumaan barang oieh Kpass Pengguna
Barang yang ditonjuk sebagai Unit Akuntansi Pembantu
Penggona Barang-Wilayah (UAPPB-W) yang terdini dad
Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang (LKB), dan Catatan
Ringkas BMN. Laporan BMN dan LKB dibasilkan dari proses
Aplikasi Sistem Akuntansi Pembantu Pengguoa Barang-
Wilavah (SAPPB-W) yvang melipuli proses pencrimazan ADK
dari UAKPB, verifikasi Laporan BMN, dan pencetakan
laporan;

2. Data BMN yang ada pada UAPPB-W merupakan kompilasi
ADK deri UAKPB yang ada pada wilayah/provinsi yang
bersangkutan. Kompilssi ADK dari UAKPB diproses melalui
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mekanisme penerimaan data BMN pada Aplikasi Sistem
Akuntansi Pernbantu Pengpuna Barang-Wilayah (SAPPB.WY.

3. Pengiriman merupakan  proses  penyvampatan  laporan
pertanggungjewaban pengpunaan barang berupa Laporan
BMN, LKB, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit
Akuntansi Pembanto Pengguna Barang-Eselon | (UAPPB-EL)
dan Kanwil DIPB.

4. Pengiriman ke UAPPB-E1 dan Kanwil DIPB dilakukan setelah
dipastikan bahwa selurch UAKPB pada wilayab/provinsi yang
sama telah diterima dan digabungkan dalam Aplikasi SAPPB-
W,

5. Jenis dan periode pelaporan pada tingkat UAPPB-W yang
dikinm ke tingkat UAPPB-E1 dan Kanwil DIPB adalah
schagal berikut:

i iaporan Barang X X
2. Catatan Ringkas BMN ’ X X
3. LKB - X
4. ADK X .

6. Jadual waldu pengirinoan laporan dan ADK ke tingkat UAPPB-
El/Kanwil DIPB adalab sebagai berikut:

i Semester { Tangeal 11 Juli
2 Semester i Tanggal 20 Janvari setelab gkhir tabun berjalan
3 Tahunan Tanggal 25 Januari setelah akhic tahun berjalan
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NGO,

PROSEDUR

OLEH

Meneliti registrasi pengiriman dan penerimaan
data dari UAKPE dan bandingkan dengan
daftar UAKPS vang ada pada wilayah yang
bersangkstan uniuk memastikan bahwa seluryh
data UAKPR telzh ditecima dan digabungkan
dalam Aplikasi SAPPB-W.,

Petugas Administrasi

Hka terdapat UAKPR yang belom mengirinkan
data atey daty vanp dikinmbkan belum henar,
menyampaikan pemberitzhuan kepads UAKPR
yang bersangkutan untuk mengirimkan data
akuntansi stas memperbaikai data akuntanst
dan melakukan pengiriman ulang.

Petugas Administrasi

3

Melakukan backup date SABMN

Quoerator Komputer

Mencetak formulir berikut inf darf Apiikasi

SAPPR-W:

4. Laperan BMN Intrakomptabel;

b, Laporan BMN Eksirakempiabel;

¢. Laporan BMN Intrakompiabel dan
Ekstrakomptabel;

4. Laporan BMN Bersejarah;

2, Laporan Kondisi Barang {khusus antuk
akhir tahun}.

{perator Kempister

Fika periode akhir ezhur:
2. Menvcetsk Laporan Kondisi Barang {LKB};
b. Menceiak Laporsn BMN Tahunan.

Operator Komputer

Membuat Cagatan Ringkas BWN,

Pepanpgung Jawab
UAKPB

Melakukan pengirimen ADK dari Aplikasi
SAPPRB-W dan cetak register pengiriman dasa
SABNMN,

Operator Komputer

Menandatangani register pengiriman data
SABMN

Peranggung Jawah
UAKPB

Melakukan pengiviman formulir pada nomor 4
dan nomor 5, ADK, Catatan Rinpgkas BMN ke
UAPPB-E1/Kanwil DIPB.

Petugas Administrasi

Menyimpan dan catet dalam register
pengiriman datz SABMN ke LJAPPB-
EVKenwil I3IPB.

Petugas Administrasi

3. Prosedur Penerimaas Data UAPPB-W/UAKFPEB KP/DE/TY pada
UAPPEB-E1

A. Kebijakan

1. Penerimasn Daiz UAPPB-W/UAKPB UAPPB-WAIAKPB
Kantor Pusat (KPyYDana Dekonsenfrasi (DK)/Tugas
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Pembartuan (TP} pads UAPPB-E1  adalah  proses
penggabungan atau kompilasi data BMN dari Unit Akuntansi
Pembantu  Pengguna Barang-Wilayah  (UAPPB-W)/Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KP/DK/TP pada
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Fselon [ (IJAPPB-
E1) yang berada dalam satu Unit Organisasi Eselon L.

2. Input data akuntansi pada UAPPB-E1 adalab Laporan BMN,
LKB, Catatan Ripgkas BMN, dan ADK yang diterima dari dani
UAPPR-WAAKPE KP/DK/TP vaog ada pada Unit Organisasi
Esclon I vang bersangkutan. |

3. Penggabungan data diproses melalui mekanisme penerimaan
ADK nada Aplikasi Sistemn Akuntansi Pembantu Pengguna
Barang-Fselon ] {(SAPPB-EL) vang dilakukan setiap semesier
sesuai dengen jadual pengiripan dan UAPPR-W/UAKPB
KP/DE/TP ke UAPPB-EL.

4. Proses penerimaan data meliputi verifikasi ADK  dengan
Laporan BMN, dan register pengiiman dagd UAPPB-
W/AUAKPB KP/DK/TP, penggabungan data pada Aplikasi
SAPPB-W, pencetakan Laporan BMN UAPPB-W/UAKPE
Kantor Pusat/Dana Dekonsentrast/ Tugas Pembanivan vang
bersangkutan, serta proses back-up data.

5. Verifikasi ADK dilakukan uptuk menjamin bahwa data dalam
ADK memiliki isi yang sama dengan data pada cetakan laporan
yang diterima dari UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP.

B. Prosedur

RGO, PROSEDUR OLEH

i. Menperimss dolaumen sumber berupa Petugas Adaunistrasi
Laporan BMN, LK {untuk periode sidir
tahun}, Catstan Ringkas BMN, ADK, dan
Register Peuniriman dari UAPPR-
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WAJAKPB KP/DK/TP,

Mencatal peperimgan dokgmen sumber
tersebut ke dalam buku agenda/ekspedis
dan menyampaikannya kepads Petugas
Verifikasi,

Petugas Adminigirasi

Welakukan verifikasi dokumen sumber:

a Menelit
keabsuhen dokumen sumber, antars lain
bahwa Laporen BMN, LEB, Camtan
Ringkas BMN, dan Register Pengiriman
ieiah ditandaiangani oleb penanggung
jawab UAPPB-W/TAKPE KP/DR/TP,

b. Menelis
bahwa ADK yang ditcrima memiliki
kode UAPPB-WAJAKPB KPDK/TP
dan perinde pengiriman vang sesuad
dengan dokumnea sumber angka 3.2
diutas.

Apabila ferdapat dolumen sumber yang

tidak sah, mengembaliian dokurmen

tersebut UAPPE-W/UAKEB KPDK/TP
vang bersanghutun,

Petogas Verifikasi

Melzkalamn Penerimaan Data dari
UAPPB-W/UAKPS KP/BR/TP pada
Aplikasi SAPPB-E1 diseriai dengan
pencetekan Register Penerignan Daty dan

menyampaikannya kepada Petugas
Verifikasi,

Onerator Xomputer

Melaknkan verifikast (mencocokan lang)
Register Peneribtaan Data denpan Ragister
Pengiriman Data dari UAPPB-W/UAKPB
EP/DK/TE untuk memastikan jum'ah date
{record} vang diterima samg dengan iumlsh
data vang dikirin,

Petugas Verifikasi

Yika terdapat perbedaan jumbah data
{record), agar diberiiahulean kepada
UAPPR-W/UAKPB KP/DK/ TP vang
bersangkutan untuk dilakukan pengiriman
ulang ADK.

Sclanjutnyz ulangi langkah pada somor 1,

Petugras Verifikasi

Jika jumlak data (record) suma, mencetak
Laporar BMN untuk UAPPR-WLIAKDPB
KP/DK/TP yang bersangkutan,

Operator Komputer

Melakakan verifikasi (mencocokan slanp)
Laporan BMN dengan cetakan Lapomn
EBMN UAPPB-W/UAKPB KF/DK/TP yang
diterima untuk memastikan babwa angka
laporan BMN samz,

Petugas Verifikasi

Fka ferdapat perbedsan angks laporan
keuangan, sgar diberitzhukas kepada
| UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang

Petugas Yerifikasi

Universitas Intdonesia

vaquasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009




103

bersengRaian untok dilakulean penglriman
ulang ADK.

Selanjutnya vleng jangkah pada nomor 1,

10. | Jika angke laporan keuangan sama, Operator Kemputer
melakukan back-up data SABMN pada
Aplikasi SAPFB-EL

11, | Mengarsipkan dokumen sumber, register Petugas Administrasi
penerirgast, Laporan BMN vang wlah
diverifkasi dan disnggap benar.

4, Prosedur Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPB K1 ke UAPB

A, Kebijakan

1.

Pelaporan adalah proses penyusunan laporan
pertanggungiawaban penggunaan barang olch Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-E1) yang terdiri
dari laporan BMN, Lsporan Kondisi Barang (LKB), dan
Catatan Ringkas BMN. Laporan BMN dan LKB dihasilkan dari
proses Aplikasi Sistem Akuntaosi Pembantu Pengguna Barang-
Eselon [ {SAPPB-E1} vang meliputl proses penerimaan ADK
dan  UAPPB-W/UAKPE Kantor Pusat (KP¥Daoa
Dekonsenirasi  (DKYTugas Pembantuan (TP), verifikasi
Laporan BMN, dan pencetakan laporan;

Datz BMN yang ada pada UAPPB-E1 merupakan kompilasi
ADK dari UAPPB-W/UAKPB  Kantor Pusat/Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang ada pada Unit
Organisasi Eselon I vang bersangkutan. Kompilasi ADK dari
UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TE diproses melalui mekanisme
penerimaan data BMN pada Aplikasi Sistem Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (SAPPB-ET).

Pengiriman merupakan proses penyampaian laporen
pertanggungiawaban penggunaan barang berupa Laporan
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BMN, LKB, dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit
Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

4. Pengiriman ke UAPB dilakukan setelah dipastikan bahwa
seluruh UAPPB-W/UJAKPB KP/DK/TP pada Unit Organisasi
Esclon I yang sama telah diterima dan digabungkan dalam
Aplikasi SAPPB-E]. ‘

§. Jenis dan periode pelaporain pada tingkat UAPB.E] yang
 dikirim ke tingkat UAPB adalah sebagai berikut:

6. Jadual waktu pengiriman laporan dan ADK ke tingkat UAPPB-
El adalah sebagai berikut:

Semester Tanggal 14 Tuli

Semester H Tanggal 28 Januari setelah akhir tehun berjatan

Tahunan Tanggal 2 Februari setelah akhir tahun berjalan
B. Prosedur
NCE PROSEDUR OLEH
i. | Meveliti registrasi penpiritnan dan penerimaan Petugas
data dari UAPPB-W/UAKPE KP/DE/TP dan Adminigbrasi
bandingkan dengan daftar UAPPB-W/UAKPB
KPAOK/TP yaeg ada pads wilayah yang
bersunghutan untuk memastiken bahwa seluub
data UAPPB-W/UAKPE KP/OK/TP weizh
diterima dan digabungkan dalem Aplikasi
SAPPH-EL,
2. | Jika terdapat UAPPR-W/UAKPR KP/DK/TP Petugsz
yang belum mengirimkan daia atau data vang Adminigtrasi
gikirimkan belum besar, menvampaikan
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pemberitahuan kepads UAPPB-W/AJAKPB
KP/DK/TP yang bersangkuian untuk
mengirimkan data akuntansi atau memperbaikai

data ekumtansi dan melakukan pengiriman ujang

T

Melakukan backap daes SABMN

Operatar Komputer

Meancetak formalir berikut ing dart Aphikasi

SAPPB-EL:

a2 Laporan BMN Intrakomptabel;

b. Laporan BMN Ekstrakomptabel;

c. Laporan BMN Intrakomptabel dan
Ekstrakomptabel;

d. Laporan BMN Bersejaral;

e. Laporan Kondisi Baraeg (kitusus untuk akhir
tahun).

Croeratny Komputer

Jika periode akhir tahun;
a. Cetak Laporan Kondisi Barang (LKBY;
b. Cetak Laporan BMM Tahunan,

Operator Kosiputer

Membuat Catatan Ringkas BMN.

Pevnanpgung Jawab
UAKPE

Melakuken pengitiman ADK dari Aplikasi
SAPPB-EI dan celak register pongitiman data
SABMN.

Operator Komputer

Menandatangani register pengiriman data
SABMN

Penangeung Jawab
JAKFB

Melakukan pengiriman formuiir pada nomor 4
dan nomuor 3, ADK, Catatan Ringkas BMN ke
UAPB.

Petugas
Administrasi

10.

Menyimpan dan catat dalam register pengirioan
data SABMN ke UAPR,

Petupas
Administasi

5. Prosedur Tutup Tabun pada UAPPB-E1

A. Kchijakan

1. Tutup tahun dilakukan dilakukan untuk menutup proses
pengolahan date selama tahun anggaran yang bersangkutarn

untuk dikompilasi menjadi salde awal twhun anggaran

selanjutnya;

Z. Proses tutup tahun anggaran yang bersangkutan baru dapat
dijalankan setelah tshun anggaran berakhir;

3. Tutp tahun anggaran yang bersangkutan dilakukan setelah

dipastikan bahwa kegiatan-kegiatan berikut

dilaksanakan pada UAPPR-EL:

ini  telsh
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Pencetakan Buku Inventaris (BI) dan Buku Barang

Bersejarah tahun yang bersangkutan;

Pencetakan Laporan Barang Mihk Negara (BMN)
Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel dan Laporan Kondisi

Barang Tahunan:

Pengiriman  Arsip Data Komputer (ADK) ke Umt
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon [ {IAPB);

Backup data SABMN pada UAPPB-EL.

4. Apabila setelah dilakokan tutup tahun anggaran  yang
bersangkutan, terdapat koreksi pembukuan, misaloys koreksi
hasil pemeriksaan aparat pemeriksa eksteral, maka dilakokan
proses resiore date SABMN atas backup dota SABMN (angka
3.d.) melald Aplikasi SAPPB-E1 untuk selanjuinya dilakukan
penerimaan kembali data BMN dari UAPPB-W;

B. Prosedur

NO.

PROSEDYR

MLEH

1

Memastikan bahwa tabun anggaran yang
bersangkutan telah berakhir,

Potugas Verihkasi

s

Jika BI dan Buks Barene Bensefarah tabun vang
bersangkutan belum dicetak, melakukan
pencetakan Bi dan Buke Berang Bersejarsh pada
Aplikasi SAPPR-E! melalni meny
BukuaitariBuke TInventaris/Buku Barsng
Bersejarah,

Operator Kompater

Jika Lagoran BMN dan LB (ahun berjalan
berum dicetak, melakukan pencetakan Laporan
BMHN dan LKB pada Aplikasi SAPPB-E1 melalui
menu Laporaullaporan BMN dan
Laporan|Laporan Xondisi Baraag,

Operator Komputer

Jika belum dilakukan pengiriman ADK ke
UAPPB-EE, melakukan pepgiriman ADK ke
UAPPR-E! pada Aplikasi SAPPB-E1 melalnl
menu UtilityiPengiviman ko UAPB,

Uperator Komputer

Melakukan backap dasa pada Aplikesti SAPPB-
El melalul menu Utility|Backup.

Operater Kompater

Melakukan proses fufip takun pada Aplikasi
SAPPE-E1 melalui menu Utility Proses Tutep
Tabun.

Operator Komputer

Tika terdapat koreksi penibukuan setelah langkah
6, melakukan langkah berikut ini:

2. Restora dta BMN atas backup data BMN

Cperator Kompiter
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pada Aplikasi SAPPR-EI melalst meau
Utility[Restare;

b, Melakukan pencrimaun data BMN dard
UAPPB-W yang telah diperbaiki;

¢. Mengulang! langkah 2.

4.2.2. Kondisi Faktual Pengelolaan BMN di Ditjea Mandikdasmen

Berdasarkan pengamatan secara langsung pada Difien Mandikdasmen

Depdiknas, beberapg bal yang sudah dilakukan terkait BMN, yaitu :

1. Penentiban BMN di lingkungan Ditjen Mandikdasmen, melalui inventarisasi
BMN bekerjasama dengan BPKP, validasi atas hasil inventarisasi, pemisahan
aset, revaluasi BMN bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan Negara (DIKN),
sertifikast tanah, dan seterusnys. Upaya penertiban tersebut dilakukan
terhadap seluruh satker Ditien Mandikdasmen dan telah mencapai progress
98% berdasarkap japoran penertiban BMN.

2. Pendatean aset dekonsentrasi dan aset yang dihasilkan dari realisasi belanja
bantuan sosial melalui DIPA satker pusat dan DIPA dekonsentrasi, yang telah
digunakan oleh sekolah-sekolah pencrima bantuan, dan koordinasi dengan
DIKN dalam upaya penghibahannys yang sampai saat ini masih terus menjadi
kendala bagi Ditien Mandikdasmen,

4.23. Kendals Pelaksanaan SIMAK-BMN di Ditjen Mandikdasmen

Beberapa kendala yang ada dardi hasil wawancars dan pengamatan
langsung dilapangan, adalah sehagai bertkut ;
1. Belum adanya pemisahan tugas yang jelas antara :

a. Pefugas yang menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan
barang-barang negara;

b. Petugas yang menerima dan menvimpan dokumen sumber;

c. Pelugas yang melakuken vertfikasi dokumen sember dan register transaksi
harian (RTH),

Universitas Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan ..., Ina Herlina, FEB Ul, 2009



7.
8.
9,

108

d. Petugas vang melakukan perekaman dokumen sumber pada Aplikasi
SIMAK-BMN.

Dokumen sumber yang sah yang digunakan sebagal dasar pencatatan atau
perekarman tansaksi pada Aplikasi SIMAK-BMN adalah dokumen yang
kadang belum memiliki elemen data vang lengkap dan benar.

Verifikasi perekaman atsu pencelatan dala transaksi dilakukan dengan
membandingkan register transaksi harian (RTH) dengan dokumen sumbemys
uptuk memastikan bahwa data yang direkam telah sesuai dengan dokumen
sumber belum sepenuhnya begalan,

Inventarisasi atas keberadaan fisik dan kondisi BMN belum dilakukan secars
berkala untuk memperoleh data jumlah dan nilai BMN yang akurat.

Rekonsiliasi iniemnal antara Unit Akuntansi Keuangan den Unit Akuntansi
Barang Milik Negara belum dilakukan secara berkala untuk memastikan
balrwa senmmia trapsaxst BMIN  telah dicatat dalam SIMAK-BMN dan
ditaporkan pada neraca yang dihastlkan oleh Sistem Akuntansi Keuangan.

Sumber Daya Manusis pelaksana SIMAK-BMN korang faham Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BMN tidak tercatat dan tidak dilaporkan.

Penyajian BMN dalam Neraca tidak sesuai SAP.

BMN dikuasai pihak lain.

10. BMN hilang/rusak.
11. BMN vidak didukung bukti kepemilikan
12. Penghibahan BMN hasil block grant tidak segera dilakukan,

4.2.4. Tujuan Pengelolaan BMN yang akan dicapai Ditjen Mandikdasmen

Untuk mendapatkan opini dari BPK, yaits Wajar Dengan Pengecuatian

{WDP) atan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada 3 (tiga) hal penting yang harus
dilskukan dslam pengelolaan BMN di Ditjen Mandikdasmen, yaitu :

1.

Tertib Administrasi, dengan cara :
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- Administrast lengkap

- Nilal wajar

- Laporan BMN menghasiikan informasi yang memadai
2. Tertib Hukam, dengan cara :

- Sertifikat lengkap atas nama Pemeriniah Republik Indonesia
3. Tertib Pengelolaan, dengan cara ;

- Penggunaan dan pemaniaaian optimal

- Pemindahtangapan dan penghapusan BMN rusak

- Penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan

4.2.5, Upaya-upaya vang barus dilakukan Ditjen Mandikdasmen
A. Penyusunan Siendar Operasional Prosedur (S8OP) Penatansabaan
SIMAK -BMN
1. Melakukan persiapan penyusunan, memuat antara lain;
&, Peonasataban spesifik;
b. Standar Akuntansi BMN;
¢. Langkah-langkah notuk problem solving;
d. Contoh kasus.
2. Melakukan identifikasi transaksi BMN;
3. Menyusun draft Buku Panduan;
4. Melakukan penyempurnasn Bukun Panduan berdasarkan masukan
dari Unit Utama dan Instansi terkait;
5. Melakukan koordinasi dan pembahasan terpadu dengan pihak Jain:
a. Inspekiorat Jenderal,
b. BPK-RL
¢. Departemen Keuangan;
d. Unit Utama Pusat Depdiknas.
6. Melakukan workshop dan diseminasi pada seluruh satker,
B. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Persediaan.
C. Perbaikan Menuju Sistem Pengendalian Internal (SPT) yang Handal
1. Softcontrol, meliputi -
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Perilaku Pengelola BMN baik atasen maupun bawahan,
khususnya petugas Verifikator, Validator dan Operator;

Etika organisasi.

2. Hardeontral, meliputt

g,

b.

C.

Standar Operasi Prosedur, termasuk tugas fungsi petugas SAI
(Verifikasi, Validator dan Operator )

Buku Manual yang dinamis dan up to date,

Sistem Aplikasi yang handal

D). Penyesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintaban (8AP}

-

-

-

Y

Inventarisasi pada seluruh Satker

Penuntasan Revaluasi dan Updating SIMAK-BMN;

Pengakuan, Pengukuren dan Penpungkspan masing-masing
akun dalam Laporan Keuangan;

Penertiban Rekening;

Pengelolaan PNRBP

Penerapan BLUS

Dari vraian diatas sangat jelas bahwa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas
berusaha terus mengevaluasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam
pelaksanaan dad SIMAK-BMN, memang masih banyak yang perlu dibeashi
dalam pengelolaan BMN untuk dapat menghasilkan Iaporan kevangan yang sesuai
dengan SAP, ini dapat dilihat dari ;

Penyusunan Laporan BMN telah berjenjang;

Penertiban BMN di hingkungan Depdiknas melalui 9 tabapan bekerjasama
dengan BPKP dan DIKN;

Pendataan aset dekonsentrasi, tugas pembantuan dan aset yang dihasilkan dari
realisasi belanja sosial serta upaya penghibahannya kepada SKPD:;
Pembentukan Satuan Penpawas Intern, penetapan petugas verifikator,

validator dan operator dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan satker di
lingkungan Depdiknas

Telah dilakukan Rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK-BMN dengan
pendampingan Itjen dan Depken.
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43  Kendals-kendals atas Pelakeanaan SAT baik SAK maupun SIMAK-
BMN di Ditjen Mandikdasmen

Berdasarkan atas pengamatan dari perbandingan antara kondisi yang ada
dengan vang seharusnya ada schingge menjadi kendala-kendala dalam
pelaksanaan SAI di Ditjen Mandikdasmen, yaitu :

1. Manajemen Satker Pusat

Kondisi yvang ada adalah:

g, Belum berjalan koordinasi setiap satker dalam melaksanakan revisi DIPA
dengan database SAI Direktorat Jenderal, hal ini mengakibatkan kesulitan
pada saat proses Rekonsiliasi dengan KPPN.

Seharusnya  penerbitan  SPM, SPP, dan  Revisi  DIP4

dilaksanakon/dilakudan Satker Eselon I Mandikdasmen bijuannya agar

terinfegrasi dalant satu data base untuk penerbitan SPM, Pelaporan S4F
dan sebagaf kontrol jika ada RevisifPergeseran Binya

b. Masalah seotralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen
mengakibatkan terlambatnya proses input data.

Seharusnyn  penerbitan SPM berada di datem satker agar terintegrasi

dalom saru data base sehingga proses input data sesuai dengan jadwal

yeng telah ditentikan, sehingga UAPPA-E1 dapat menyampailan laporos
ke UAPA eput wakiu,

¢. Masth adanya  saldo npepatif yaltu realisasi belanja melebihi pagu
anggaran. Hal i diakdbatkan adanya proses perubzhan DIPA tidak
dilaporkan ke Sekretariat,

Seharusnya agor menghindari saldo wegatif, sehingga perly diikuti aturan

mekanisme kerja dan koordinasi antara satker di Direktorat dengan

Setditien dalam proses perubahkan program dan anggaran bigya.

d. Masih terdapat kesalahon pembebanan maupun kode mata anggaran pada
SPM yang tidak sesuai dengan DIPA,
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Seharusnya dengan adanya data base yang terintegrasi, diharapkan setiap
revisi agar melalui satker eselon I sehingga terkonfrol perubahan

program maupun pergeseran pembiayaan.

2. Manajemen Satker Daerah

Kondisi yang ada adalah:

a.

Pembentukan  TIM SAI di masing-masing propinsi fungsi dan

wewenangnya masih belum optimal.

Seharusnya pembentukan TIM SAI harus optimal, dengan adanya
pemisahan fungsi dan wewenang sehingga semua fungsi dan wewenang

yang ada dapat berjalan dengan optimal.

Sering ierlambatnya penyerahan Revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB
sebagai sumber data dari pemepang kegistan kepada pengelola laporan
keuangan yaifu Seksi Evaluasi dan Pelaporan schingga sering terjadi
kendala dalam pembuatan laporan keuangan.

Seharusnya petugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan
melaksanakan pengumpulan sumber data berupa, revisi DIPA, SP2D dan
SSBP/SSPB  bila perlu langsung menjemputnya ke masing-masing
pemegang kegiatan wunfuk wmenghindari keterlambatan penyusunan

laporan keuangan

Kepala-kepala sekolah masih kurang memahami petunjuk teknis dalam

pengelolaan subsidi.

Seharusnya Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap
pelalsanaan kegiatan

Rekonsiliasi masih sering terjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari Sistem
Penerimaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuai baik MAK, MAP atau kode-
kode yang tertera dalam format
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Seharusnya perlu adanya kesadaran PUMK dalam hal ketepatan wakiu
penyerahan data SPM dan SP2D kepengelola SAI sekingga tidak ada lagi
keterlambatan proses Rekonsiliasi ke KPPN

Dari kondisi-kondisi yang ada tersebut menjadi kendala-kendala dalam
pelaksanaan SAJ di Ditjen Mandikdasmen sehingga perlu dilakukan upaya-upaya
perobenshan sehinpga penyelenpgaraan SAI diharapken menghasilkan laporan
keuangan yang sesual dengan SAP dan fepat waktu,

44  Evaluasi Pelaksanaap SAI dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuapgan Ditjen Mandikdazsmen

Secara khusus dari pengamatan vang dilakukan terhadap polaksanaan SA1
yaity dalami proses penyusuran Laporan Keuvangan Tahun 2007 ditemukan
beberapa hambatan dan kendsla yang ada, karenanya barus dicarikan solusi serta
strategl yang dianggap perlu dalam meningkatkan kualitas lzporan keusngsn
Ditien Mandikdagmen.

441, Permasalahan Manajemen Satker Pusat
a. Permasalahan SDM

Pelaksanaan Sistem Akuniansi [nstansi (SAD) perlu didulang oleh

SDM yang mempunyai kompetens: di bidang akuntansi khususnya

skuntansi pemeriniahan. Beberapa kendala dalam penyusunan laporan

keuangan iai adalab ¢ ‘

1. Sebagian sumber daya manusia yang sudah terlatih dan kompeten
di bidang akuntansi dipindahkan atau dimanfastkan olch satker-
satker yang lain untok membantu pekerjaan yang sama.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyal
kompetensi di bidang akuntansi untuk mengelola SAY serta
penpuasgan yang baik terhadap fools/software akuntansi dad
Departemen Keuangan.
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3. Belum optimalnya kemampuan dalam menganalisa suato transaksi

serta output dari Japoran keuangsn yang dihasilkan.

Kurangnya kesadaran dari PUM untuk segera memberikan
dokumen-dokumen f{ransaksi sebagai dokomen sumber SAl
sehingga dapat menghambat proses penyusunan laporen keuangan
{komitmen yang tidak memadai},

b. Permasalahan Barang Milik Negara

Adapun permasalah barang milik negara dari pengamatan langsung
dan wawancars yang dilakukan adaleh sebagai berikut ¢

1.

Diata yvang ditampitkan dalam neraca adalah data vang dibasitkan
oleh ADK SIMAK-BMN dimana untuk beberapa wilayah terdapat
perbedasan yang cukup signifikan dengan datg yang diperoleh dari
BEKP .

Data asktiva tefap yang berasal dari BPKP memiliki nilai yang
cukup tinggi bile dibandingkan dengan data yang disentai dengan
ADK, hal inst karena: terdapat aktiva tetap vang perlu disesvaikan
karena tferjadi reorganisasi di tingkat Fselon 1 (pemisahan
Mandikdasmen dengan PMPTK).

Permasalahan tentang SPM dan revisi DIPA

Selain permasalahan mengenal BMN terdapat pula permasalahan
mengenai Surat Perintah Membayar (SPM) dan adanya revisi DIPA
sehagaimana hertkut

L.

Masalah sentralisasi penerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen
mengakibatkan terlambatnya proses infut data.

. Masih terdapat kesalahan pembebanan maupun kode mata

anggaran pada SPM yang tidak sesuai dengan DIPA.

Masih adanya saldo nepatif yaitu realisasi belanja melebihi pagu
anggaran. Hal diskibatkan olch proses perubahan DIPA tidak
dilaporkan ke Sekretadat,

Belum berjalan koordinasi setiap satker dalam melaksanakan revisi
DIPA dengan Database SAD Direktorat  Jenderal, hal ini
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mengakibatkan kesulttan pada saat proses Rekonsiliasi dengan
KPPN.

4.4,2. Solusi Mapajemen Satker Pusa¢

Untuk Memperbaiki dan meningkatkan pelakganaan SAI di manajemen
salker pusai, maka perin dilakukan langkah-langkah atau sofusi sebagai
berikat :

1.

Sebaiknya penerbitan SPM dilakukan Satker Eselon I Mandikdasmen
tujuannya agar terintegrasi dalam satu Data base untuk penerbitan
SPM, Pelaporan SAI dan sebagai kontrol jika ada Revisi/Pergeseran
Biaya.

Dengan adanya data base yang terintegrasi, diharapkan setiap revisi
agar melalui satker eselon 1 schingga terkontrol perubaban program
maupun pergeseran pembiayaan .

Agar menghindari saldo negatif dimana realisasi belanja melebibi pagu
anggaran, maka periu diikutt aturan mekanisme keda dan koordinasi
antara satker di Direktorat dengan Setdifien dalam proseg perubahan
program dan anggaran biaya,

. Agar setiap satker melakukan pelaporan sesnai dengan jadwal veng

telahy ditentukan, sehingpa UAPPA-E! dapat menyampaikan laporan
ke UAPA fcpat waktu,
Periu dilakukan koordinast jebilh baik melali perbaikan sistem stau
internal kontrol ager terjadi sinkronisasi antaraz Sistem Akuntansi
Keunangan (SAU) dan SABMN schingga kedua sub sistem tersebut
saling mendukung SAL
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44.3. Strategi yang dilakukan oleh Manajemen Satker Pusat

Satuan kerja dari wilayal/ provinsi yang lokasinya jauh dari Kantor Pusat

sangat mempengaruhi keberhasilan kelengkapan informasi dalam penyusunan

Laporan Keuangan secara keseluruhan,

Atas kondisi yang terjadi tersebut diatas, maka seharusnya periu ditakukan

hal-ha! sebagal berkut :

1. Sosialisasi/pembinaan ferus menerus kepada UAKPA, UAPPAW dan Satker
pusat tentang penyelenggaraan akuntansi yang scsual dengap SAl dan
dilarapkan menghasilkan [aporan keuangan yang :

.
b

G!

~

Cepat yaitu tepat waktn penyustinan dan penyarripaian laporan

{.engkap vaite mencakup scluruh data

Cermat yaitu tidak memiliki kesalahan cacal.

Tepat yaitu sesvai dengan aturan SAL

Monitoring dan evaluasi secara periodik atas hasi) pembinaas tentang
penyelenggaraan  akuntansi, penyusunan dan  pengiriman  laporan
keuangan,

2. Pengawasan stas pelaksanaan rekonsiliasi kepangan ditingkat UAKPA,
UAKPAW sampai satker Pusat dag UAPPA E1 agar data LRA Wajar.

3. Pembinaan dan monitoring alas pelaksanaan inventarizasi fisik atas saldo

persadiaan akhir tahun maupun interim.

4, Pembinzan dan bimbingan teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan terus
dilakukan agar dapat menyajikan informasi sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah untuk kepentingan para pengguna infomrmasi datem pengambilan
Repuiusan,
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Hambatan dan Kendala Tingkat Satker Daerah (Dekonsentrusi )

Dalam pelaksanaan SAI Tingkat Satker Daerah mengalami hambatan dan

kendala, diantaranya berkaitan dengan ;

1. Fungsi dan Wewenany

Fungsi dan wewenang yang merupakan kendala adalah

1.

Pembentukan  TIM SAl di masing-masing propinsl fungsi dan

wewenangnya masih belum optimal.

Di beberapa dacrah belum terbentuk tim SAI yang diperkuat dengan Surat
Keputusan dari Pimpinan di tlisgkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daceahl,

Rendahnys koordinas  antard pelaksana kegiatan dengan pelaksana
akuntansi datam rangka proses Sistem Akuntansi Instansi.

Proses verifikasi dan analisa atas proses sistem akuntansi dalam rangka
penyampaian  laporan masih kurang efektif sehubungan  dengan
kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan.

Sering terlambuinys penyerahan Revisi DIPA, SPZD dan SSBP/SSPB
sebagal sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan
keuangan yaitu Seksi Evaluasi dan Pelaporan sehingga sering terjadi
kendala dalam pembuatan laporan keuangan,

Bendahara Pengeluaran mengalami kesuylitan untuk mengompulkan bukd
SP2D Pembayaran LS Block Grant dan Pembayaran LS kepada Pihak
Ketiga, karena para pemegang Kegiatan kurang perhatian terhadap fungsi
laporan. '

Manajemen Sistem Pelaporan Keaangan

Yang menjadi kendala-kendala dalam manajemen sistem peleporan keuangan
adalah sebagaimena berikut
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1. Penyusunan data neraca untuk aset tetap belum menggunakan data yang
berasal dari Sistem Akuniansi Barang Milik Negara (SABMN), sehingga
terdapat asset vang belum disesuaikan,

2. Kurang tersosialisasinya program SAI yang dikelola oleh SATKER, yang
membutuhkan administrasi pendukong (SF2D dan SPM) dari para
Pengelola Uang Muka Kerja (PUMK).

Kurang koordingsi secara berjenjang antara pihak PUM dan Satker.

Ly

4. Kureng adanya koordinasi dalom melakukan perubshan REKAKL,
perubahan yang dilakukan oleh masing-masing PMU sehingga kesulitan
dalam pemnbusaian laporan Kenangan.

5. Perlunya adanya koordinasi dengan dm SIMAK-BMN untuk mendata
nilai persediaan pada akhir tahun,

6. Permasalahan yang timbul dalam setiap pelaksanaan kegiatan adalah
kurang koordinasi dan kerjasama dalam tugas seria fungsi dalam setiap
kegiatan,

. Sumber Daya Mannsia
Hal-hal yang menjadi kendala dalam mengenai SDM adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) vang mempunyal kompetensi
di bidang akuntansi umumnys dan akuntansi pemerintah kbususnya.

2, Belum optimalnya kemampuzn dalam menganalisa terhadap oulput
laporan keuangan yang telah dihasilkan. '

3. Kepaia-kepala sekolah wasih kurang memahami petunjuk teknis dalam
pengelolaan subsidi,

4. Rekonsiliasi masih sering terjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari Sistem
Peneritnaan (SSBP, SSPB) yang tidak sesuat baik MAK, MAP atau kode-
kode yang teriera dalam format,
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5. Data dari Kabupaten kota yang masuk tidak akurat sehingga pemberian

bantuan banyak yang dikembalikan ( tidak terserap).

Kurang adanya kesadaran dari PUM untuk memberikan bukti setoran sisa
dana UP kepada Bendabara Pengeluaran dan setelah dilakukan rekonsiliast
dengan KPPN haru diketahui ada setoran yang belum direkam.

Padz umumnya sumber daya manusia vang sudah dilatih dan kompsten di
bidangnya dimanfaatkan oleh satker-satker yang lain upiuk membanto

pekerjaan yang sama.

4. Kebijakan

Kendala-kendala vang terjadi akibat kebijakan yang ada adalak sebapai
berikut :

i.

Anggaran unfuk Dana Bantoan Operasional (BOS) yang datanya berasal
dari kabupaten/Kota selaln berubah-ubah disebabkan oleh berkucangnys
siswa dikarcnakan putus atau pindsh luar propinsi, bencana alam yang
mengkibatkan sckolash digabungkan, maka Realiszsi Anggaran banysk
tidak terserap.

Anggaran untuk belanja Bantuan Sosial pada kegiatan peningkatan muta
kejuruan lebik besar dari jumiah siswa, sehingga dana tidak terserap.

Terlambamya data dari Kabupaten/Kota khususnya untuk penyalucan
subsidi disebabkan adanya proposal yang tidak memenubi syarat.

Terdapat beberapa sumber data berkaitan dengan Aktiva Tetay, terutama
untuk data Aktiva Tetap yang dibiayai oleh Dana Dekonsentrasi, yaity;

Diata aktiva berdasarkan AJK yang berasal dari BPKP
Data sktiva output dari software SIMAK-BMN yang dikonsolidasikan
dengan software SAK

Data akfiva tetap yang berasal daxi BPKP memiliki pilai yang cukup
tinggl bila dibandingkan dengan data yang disertai dengan ADK. Hal ini
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karena terdapat aktiva tetap yang perlu disesuaikan yang mana data
tersebut bergabung dengan data aset lainnya baik yang berasal dan
berbagai Direktorat serta aset Kab/Kota.

4.4.5. Solusi Manajemen Satker

Pemecahan masalah tersebut diatas untuk perbaikan Manajemen Satker

sebagai berikut :

1.

Petugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan melaksanakan
pengumpulan sumber data berupa, revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB bila
periu langsung menjempuénya ke masing-masing pemegang kegiatan untuk
menghindari keterlambatan penyusunan laporan keuangan.

Bekerjasama dengan petugas pembuat SPM di Sub Bagian keuangan untuk
mengontrol pengeluaran SPM sehingga dapat mengatasi perobahan/pergeseran
anggaran yang mungkin terjadi.

Perlu adanya kesadaran PUMK. dalam hal ketepatan waktu penyerzhan data
SPM dan SP2D kepegelola SAI sehingga tidak ada lagi keterlambatan proses
Rekonsiltasi ke KPPN.

Menambah sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang akuntasi
umum dan akuntasi pemerintahan pada khususnya.

. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam setiap pelaksanaan kegiatan

Mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Rl
No. PER-24/PB/2006 tentang pelaksanaan penyusunan Japoran keuangan
Kementerian Negara/Lembaga, Sekretariat Direktorat Jenderal Mandikdasmen
telah membentuk kepiatan Pengendalian Perencanaan Dikdasmen di 33
Propinsi yang menangani masalah pelaporan dana Dekonsentrasi dan telah
dilakukan Pelatihan kepada para Pengelola pelaporan pada setiap SKPD
Propinsi seluruh Indonesia.

Materi yang disampaikan meliputi ;
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Kebijakan program koordinasi aotara Ditjen Mandikdasmen dengan
UAKPA dan PUMK seluruh Indonesia.

Tata cara pembuatan laporan keuangan dan penggunaan Aplikasi SAT
tahun 2007.

Pengembangan Sistem melalul jaringan Web Baged.

Melekukan pelatihan konsep-konsep akuntapsi secara ymum dan akontansi

pemerintahan khususnya.

Melakukan Workshop asisiensi penyusuman pelaporan keuvangan.

Strategi vang dilakukan oleh Manajemen Sather Pusat

Selain Solusi perlu juga dilakukan strategi-stvategi, schagai berikut ;

2.

Pembinaan / sosialiasi / bimbingan tcknis vang dilakukan terus
menerus berkesinambungan kepada pengelola SAl baik di pusat
maupun di daerah tentang Sistern Akuntansi Instansi (SAI) yang sesuat
dengan Stander Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Monitoting dan evaluasl secara perfodik atas hasil pembinaan tentang
penyelenggaraan akuntansi, penyusunan dan penginman laporan
keuangan serta pelaksanaan rekonsiliast dengan KPPN,

Pembinaan dan monitoring atas pengelolaan  persediaan  serta
pelaksanaan javentarisasi fisik atas saldo persediaan pada setiap
periode laporan.

Melakukan koordinasi terhadap dengan SA-BMN (berubah menjadi
SIMAK-BMN) sehingga kedua sub sistem tersebut (SAK dan SIMAK-
BMN) saling mendukung dalam Sistern Akuntansi Instansi (SAD.

¢. Schubungan jumlah satker yang banyak dan fersebar diberbagai

propinsi di Indonesia maka perlu dilakukan perbaikan terus menerus
mekanisme penyarapaian laporan dengan memanfastkan teknologi
informasi. Ditjen Mandikdasmen melakukan inovasi terus menerus
dalam pengelolaan laporan SAI yvang disinergikan depgan Jardiknas
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menggunakan  tekoologi  informasi  sehingga  mempermudah

koordinasi serta mempercepat pelaporan keuangan di eselon-1,
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KESIMPULAN DAN SARAN

51  Kesimpulan

511, Evaluasi Pelaksanaan Sisten  ARuntansi  Kesangan Ditjen

Mandikdasmen.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya pada
bagian ini akan divraikan secara ringkes kesimpulan yang berhasil dibimpun
mengenal pelakeanaan SAK. di Ditjen Mandikdasmen, vaiiu sebagai berikut
i. Telah berjalannya SAK dengan efektif dapat dilibat dengan :

a. Bahwa sistem telah begalan  sesuai  dengan Permenkeu No.
59/PMK.06/2006 yang ditupiukkan dengan adanya

8
2)

@)

Penyusonan laporan SAK telah berjeniung

Telah dilakukan penggabungan antara SAK dan SIMAK-BMN
setelah dilakukan rekonsiliasi  antara SAK dan SIMAK-BMN
dengan pendanipingan [fjen dan BPK.

Telah dibuatnya Callk sebagai penjelasan atas nilai suatu pos vang
tersaii di dalam LRA dan Neraca,

b. Selanjutnya berdasarkan kajian akademis telah pula sefalan, yaitu antara
lain telah dipenuhinya beberapa persyaratan karakteristik sistem informasi
yaitu telah adanya beberapa komponen, antara lain -

(1}

(2)

(3)

Romponen input data berupa dokumen sumber yang berasal dan
transaksi keuanigan.

Komponen ouiput berupa laporan keuangan yang ferdiri dari LRA,
Neraca dan CalK,

Pemrosesan data berupa pencatatan harian (jumal), pengklasifikasian
{pasting) dan pengikhtisaran saldo (neraca lajur}.
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2. Selain itu untuk menunjukkan komitmennya dengan jumlash satker yang
banyak dan tersebar diberbagai propiasi, Dijjen Mandikdasmen {dalam hal ini
bagian keuangan Set. Ditjen Mandikdasmen )} melzkukan perbaikan terus
menerus terhadap mekanisme penyampaikan informasi dan laporan mengenai
SAK dengan memanfanikan teknologi informast yang disinergikan dengan
Jardiknas schingga dapat mempercepat sosialisast dan pelaporan kevangan di
Fselon I denpan penggunaan ;

a. SMBS Broadcast

b. Optimalisasi WEBSITE SAI MANDIKDASMEN

¢. Optimalisasi aringan On Ime Kompaoler depgan VPN {(Virtual Private
Network)

Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan

SAK, seperti ¢

1. Banyaknya satker yang tidak melengkapi data pendukung laporan keunangan
{teriib doknmen, pencatatan akuniansi dan pelaporan yang tidak memadai).

2. Perencanaan anggaran fidak sesuai dengan peloksanasn anggaran.

3. Kapasitas SDM yang terbatas dan komitmen yang tidak memadai temutama

_ pada satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

4. Penguasaan tentang ketertuan kewangan dun akuntansi vang rendah, baik
peraturan maupun aplikasinya

5. Jwmnish satker yang terlalu banyak.

5.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

BMN

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya pada
bagian i aken diucaikan secara ringkas kesimpulan yang berhasil dihimpun
mengenai pelaksanaan SIMAK-BMN di Ditjen Mandikdasmen, yaitu sebagai
berikat

1. Dari pelaksanaan SAI terutarna SIMAK-BMN, masih banyak kekurangan
sehingga hasil lsporan keuangan belum  sepenubnya <apat  diyakisi
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kelengkapan dan kewajarannya, hal ini disebabkan oleh beberapa fakior,

sebagai berikut

a. Inventarisasi aset milik negara masih banyak yang belum dicatat dan
dilaporkan,

b. Pertanggungiawaban Anggaran dana dekonsentrasi yang belum tertib,

¢, Aset-aset eks dana dekonsentrasi yang belum dicatet, dilaporkan dan
diamankan secara remadai.

d. Belum tertatanya peocatatan atau pengarsipan data barang milik negara
(BMN)

e. Banyaknya satker yang tidak melengkapi data pendukung laporan
keuangan,

f. Perencanaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan anggaran

2. Namun demikian saat ads beberapa hal yang teiah dilakuken aleh Ditjen

Mandikdasmen sehubungan dengan pengelolaan BMN, yaitu :

2. Penertiban BMN di lingkungan Ditjen Mandikdasmen, mielalui
inventarisasi BMN bekerjasama dengan BPKP, validasi atas hasil
inventarisasi, pemisshan aset, revaluasi BMN bekerjasama dengan Ditjen
Kekavaan Negara (DJKN), sertifikasi tanah, dan seterusnya. Upaya
penertiban tersebut dilakukan terhadap schurubh satker Dijen
Mandikdasmen dan telah mencapai progress 98% berdasarkan laporan
penertiban BMN,

b. Pendataan aset dekonsentrasi dan aset yang dibasifkan dari realisasi
belanja bantuan sosial melatui DIPA satker pusat dan DIPA dekonsentrasi,
vang felah digunaken oleh sekolali-sckolah penerima bantusn, dan
koordinasi dengan KN dalam upaya penghibahannya yang sampal saat
ini masih terus menjadi kendala bagi Ditjen Mandikdasmen.
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Kendala-kendala atas Pelaksanaan SAY baik SAK maupun SIMAK-
BMN di Ditjen Mandikdasmen

Dalam pelaksanzan BAIL baik itu SAK maunpun SIMAK-BMN kendala-

kendalz vang dapat dihimpun baik dari pengamatan langsung maupun dengan
melakukan wawancara adalah sebagat bertkuot :

1. Didalam melaksanakan tugas sebagi pengelola dan pelaporan kevangan,
suinber daya manusia yang ada masih kurang kompeten dan kurang dapat
diandalkan. Hal int disebabksn oleh fuktor-faktor sebagai berikut

a,

W oo P

SDM pelaksana SAl kurang memshami SAI dan Standar Akuotansi
Pemerintahan (SAP) secara memadai, disamping itu kendala darl sarana
dan prasarana yang belum memadai, terutama ditingkat satker,

Sanksi berdasarkan Permendikpas No. 31 Tahun 2006 fidak pernah
diterapkan secara tegas.

Kurangnya kuantitas dsn kualitas SDM Akuntasi.

Kemampuar: audit masih perlu ditingkatkan

Produktivitag staf masih rondab.

Pelatihan belum terprogram secara sistemetis.

Tidak ada regenerasi pada Ditfen Mandikdasmen, sehingga sumber daya
menusia yang bergerak dalam pengelolaan laperan keuangan masih
kurang, dan jika ada, mercka berlatih dengan sendirinya schingga
pemaharnan terhadap pengelolaan laporan kenangan kurang memadai.
Pada Ditfen Mandikdasmen, seringkali yang mengikuti dikiat adalah orang
yang tidak mempunyai kemampuan didalam melaksanskan pengelolaan
laporan keuangan.

Tidak adanya pelatihon yang berkelanjutan, dan bila ada pelatihan yang
berkelanjutnya seringkali ditkutl oleh orang vang berbeda, schingga tidak
ada pemahaman yang mendalam.

Hambatan dan kendala yang teriadi dalam pelsksanaan SAl dalam

menghasilkan Laporan Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tabun 2007, pada
tingkat Manzjemen Satker Pusat adalah ¢
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z. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada tingkat Mangjemen Satker
Pusat perlu didukung SDM yang mempunyai kompetensi di bidang
akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan. Saat inl masth minim gekali
SDM yvang mempunyai kompetensi di hidang akuntansi untuk mengeliola
SAIl sena yang memiliki penguasaan vang baik terhadap wols/software
akuntansi dari Departemen Keuangan. Sclain itu kemampuan dalam
menganalisa suatu transaksi serta output dari laporan keuangan yang
dihagilkan masth belum optimal.

b. Masalah sentralisasi penmerbitan SPM diluar satker Mandikdasmen
mengakibatkan terlambatnya proses input data.

¢. Masih adanya saldo negatif yaitu realisasi belanja melebili pagu anggaran.
Hal ini akibat dari proses perubaban DIPA tidak dilaporkan ke Sekretariat.

d. Masih terdapat kesalahan pembebanan mavpun kode mats anggaran pada
SPM yang tidak sesuail dengan DIPA,

3. Hambatan dan kendela vang terjadi dalam proses penyusuman Laporan
Keuangan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2007 pada tingkat Manajemen Satker
Daerah adalah :

a. Pembentukan TIM SAl di mesing-masing propinst belum optimal
sehingga fungsi dan wewenang belum berjalan efekaf.

b. Sering terlambamya penyerzhan Revisi DIPA, SP2D dan SSBP/SSPB
sebagal sumber data dari pemegang kegiatan kepada pengelola laporan
kenangan yaitu Seksi Eveluasi dan Pelaporan sechingga sering terdadi
kendala dalam pembuatan laporan keuangan.

¢. Rekonsiliasi masih sering terjadi ketidaksesuaian diakibatkan dari Sistern
Penerimaan (SSBP, 8SPH} yang tidak sesusi, balk pada MAK, MAP atau
kode-kode yang teriera dalam format,

d. Kepala-kepala sekolah masih kuang memabami petuniuk teknis dalam
pengelolaan subsidi,
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4. Pada umumnya yang menyebakan terjadinya kendala-kendala atau bambatan
yang ada adalaly ;

d.

3.1.4,

Kapasitas SDM yang terbatas dan komitimen yang fidak memadai terutama
pada satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Penguasaan tentang keteatuan kevangan dan akuntansi yang rendah, baik
peraturag maupun aplikasinya,

Keterbatasan fasilitas keja (komputer) dan prasarana tugas.

Jumilah satker yang ferlalu banyak

Belum tertibnya dokumen pencatatsn akuntansi dan pelaporan yang
memadai.

Eealugsi Pelaksanaan SATI dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sehelumnya pada

bagian ini akan dumaikan secara ringkss kesimpulan yang berhasil dibimpun

mengenal pelaksanaan SAI di Ditjen Mandikdasmen, yaitu sebagal berikut ;

i. Koordinasi antara pengelola SAK denpan pengelola SIMAXK-BMN pada
beberapa satker mempm‘yai permasalahan sebagai berikut ¢

Rekonsiliasi antara SAK dan SIMAK-BMN belum berjaian rutin sefiap
bulan. ‘

Helum terselenggaranya sistery SIMAK-BMN pada beberapa satker,
Pemahaman atas perncatatan Barang Milik Negara pada SAK dan SIMAK-
BMN masih terdapat perbedasn, khususnya tentang barang intrakomptabel
dan ¢kstrakomtabel.

2. Sosialisasi, bimbingan teknis dan koordinasi Tim SIMAK-BMN Pusat kepada
Tim SIMAK-BMN Daerah perla ditingkatkan.

3. Komitmen dari PPK dan PUMK terhadap pentingnya laporan keuangan yang
dihasilkan dari prosez SAI masib kurang.
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4. Kapasitas SDM yang terbatas dan komifmen yang tidak memadai terutama
pada satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,

5. Penguasaan tentang ketentuwan keuangan dan akuntansi yang rendah, baik
perafuran maupun aplikasinya.

&. Keterbatasan fasilitas kerja (komputer) dan prasarana tugas.

7. Jumlah satker yang terlalu banyak dan letak geografis yang remote bagi
banyak satker.

£, Tertib dokumen, pencatatan akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai.

82, Saran-saran

Beberapa sarsn kepada Direktorat Jenderal Mandikdasmen yang dapat
disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian
1. Beberapa hal yang perlu dilakukan dan diupayskan dalam pelaksanaan

SIMAK-BMN serta pengelolaan BMN, sebagai berikut :

a. Rekonsiliasi antara bagian barang (SIMAK-BMN) dan bagiar keuangan
{SAK}, untuk meningkatkan kualitas Japoran keuangan, pelaksanzan
rekonsilizs diperiabankan secara ferus-menerus.

b, Periu lebih ditingkatkan implementasi aplikasi persediaan dan Pelaporan
KDP di lingkungan Satker Depdiknas.

¢. Melakukan reklasifikasi barang rusak berat darl sk aset tetap ke akun
aset lafonya

d. Pelaksanaan pengembangan SDM terus diupayakan untuk terus dilakukan
secara berkesinambungan,

e. Penyampaian Laporan BMN secara berjenjang dapat dilaksanakan secaca
tepat wakiu

f Satker vang telsh menerima BA Hagil Penertiban unfuk segera melakukan
updating ke SIMAK-BMN

g. Pesyosunan SOP Penatausahaan SIMAK-BMN, dengan :

1. Melakukan persiapan penyusunan, mermunat antarg lain:
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Permasalahan spesifik;

Standar Akuntansi BMN;
Langkah-langkah untuk problem solving;
Contoh kasus.

2. Melakukan identifikast transaksi BMN;
3. Menyusun draft Buku Panduan;

4. Melakukan penyempurnaan Buku Panduan berdasarkan masukan dari
Unit Utama dan Instansi ferkait;

5. Melakukan koordinast dan perobshasan terpadu dengan pihak lain:

a.

b.

G.

d.

Inspekiorat Jenderal;
BPK-RE;
Departemen Kevangan;

Unit THama Pusat Depdiknas.

k. Melakukan workshop dan diseminasi pada seluruh satker

i. Penvusunan SOP Pengelolaan Barang Persediaan

Perbatkan Menuju SPI vang Haadal

1. Soffcontrol, meliputi |

a.

b,

Perilaku Pengelola BMN balk atasan maupun bawshan, khususnya
petugas Verifikator, Validator dan Gperator;

Etika organisasi.

2. Hardcontrol, meliputi :

4.

b.

G

Standar Operast Prosedur, termasuk togas fungsi petugas SAI
{Verifikasi, Validator dan Operator )

Buku Manual yang dinamis dan up to date,
Sistem Aplikasi vang handal

k. Penyesuaian dengan SAP, dengan melakukan
1. Inventarisasi pada selursh Satker
2. Penuntasan Revaluasi dan Updating SIMAK-BMN;
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3. Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan masing-masing akun
dalam Laporan Kenangan;

4. Penertiban Rekening;

5. Pengelolaan PNBP

6. Penerapan BLU

7. Sehubungan peningkatan kualitas SDM perlu dilekukan pembinasn dan
bimbingan teknis tentang akuntanst umum dan dilanjutkan depgan akunians
pemerintahan, sehingga dalam  penyusunan lsporan  keuangan dapat
menyajikan informasi sesuai dengan SAP unfuk kepenfingan para penggura
informast dalam pengambilan keputusan.

3 Sehubungan jumlah satker yang banyak dan tersebar diberbagai propinsi di
Indonesia maka periu difakukan perbaikan terus menerus mekanisme
penvampatan laporan dengan memanfaatkan feknologi informasi.  Ditjen
Mandikdasmen melakukan inovasi terns menemus dalam pengelolaan laporan
SAI vang disinergikan dengan Jardiknas menggunakan teknologi informasi
sehingea mempermudah koordinasi serta mempercepat pelaporan kenangan di
Eselon L

4. Saran untuk Manajemen Hngkat Satker Pusal adalah ;

a. Menambah 8DM vang mempunyai kompetenst de bidang akuntansi oourn
dan akuntansi pemerintaban dan SDM yang terlibat dengan pengelolaan
laporan keuangan agar diberikan insentif khusus beropa tunjangan.

b. Secharusnye agar setisp satker melakukan pelaporan sesuai dengan jadwal
veng telah ditentukan, sehingga UAPPA-E1 dapat menyampaikan laporan
ke UAPA tepat wakiu

¢. Seharusnya penerhitan SPM dilakukan Satker Eselon I Mandikdasmen
tujuannya agar terintegrasi dalam satu data base uniuk penerbitan SPM,
Pelaporan SAI dan sebagai kontrol jika ada Revisi/Pergeseran Biaya

d. Diupayskan agar moenghindari saldo negaaf, periv dikuti  afuran
mekanisme ketja dan koordinasi antara satker di Dircktorat dengan
Setditjen dalam proses perubzhan program dan anggaran biaya,
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¢ Secharusnya dengan adanya data base yang terintegrasi, diharapkan setiap
revisi agar melalui satker eselon I schingga terkontrol perubahan program
maupun pergeseran pembiayaan
5. Saran untuk Manajemen tingkat Satker Daerah (Dekonsentrasi} adalah -

a. Pembinaan / sosialiasi / bimbingan teknis yang dilakukan fterus menerus
berkesinambungan kepada pengelola SAl baik di pusat maupun di daergh
tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAI} yang sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP.

b. Scharusnya petugas pengelola Laporan Keuangan setiap akhir bulan
melaksanakan pengumpulan sumber data berupa, revisi DIPA, SP2D dan
SSBP/SSPB bila perlu fangsung menjempuinya ke masing-masing
pemegang kegiatan untuk menghindari keterlarbatan penyusunan laporan
keuangan.

6. Scharusnya perlu adsnya kesadaran PUMK. dalam hal ketepatan wakin
penyerahan data SPM dan SP2D kepengelola SAT sehingga tidak ada lagi
keterlambatan proses Rekonsiliasi ke KPPN (périunya komitmeny),
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